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RESUME  

HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) 

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PHPL PADA IUPHHK-HA PT AMINDO WANA PERSADA 

DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Sertifikasi Akreditasi  

- Nomor 

- Masa Berlaku 

 

: 

: 

 

LPPHPL-019-IDN 

27 September 2016 s.d. 26 September 2020 

c. Alamat Kantor 

- Pusat 

 

- Cabang 

 

: 

 

: 

 

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO 

Jl Ir H Juanda - Bandara 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir. Kurnia, IPU 

(Direktur PT Trustindo Prima Karya) 

f. Standar Acuan Audit 

yang Digunakan 

: 1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

g. Susunan Tim Audit :  

  

No. Nama Fungsi/Jabatan 

1. Ir Wasis Kuncoro Auditor PHPL Bid. Sosial merangkap Ketua Tim Audit 

2. Ir Indra Komara Auditor PHPL Bid. Produksi 

3. Ir Marthen Edy Auditor PHPL Bid. Ekologi 

4. Ir Harijadi Auditor PHPL Bid. Prasyarat & VLK Hutan 

 

h.   Tim Pengambil Keputusan : 

 1. Ir. Kurnia, IPU (Ketua) 

 2. Ir. Rudy Setyawan (Anggota) 
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2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada 

b. Alamat Kantor  : Graha Sele, Jl. Tebet Raya No. 8 – 10 Jakarta Selatan 

c. SK IUPHHK-HA : No. 940/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 

d. Luas Areal Kerja : 43.680 Hektar 

e. Lokasi : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 

    

f. Pengurus Perusahaan :  

 - Komisaris Utama : Ham Juchiro Tampi 

 - Direktur Utama : Ham Eddi Tampi 

 - Direktur : Yurico Tampi   

g. Management Representatif : Adi Samijo BscF. 
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN 

No. Tahapan Kegiatan 

Audit Lapangan 

Waktu dan Lokasi Ringkasan Catatan 

1. Koordinasi dengan 

Instansi Kehutanan 

Di Daerah sebelum 

penilaian lapangan 

Samarinda, 

28 November 2019 

 Dilakukan dengan instansi :  

a. Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur diterima oleh 

Zulfikar. 

b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima 

oleh Abdul Cholik. 

 Hasil koordinasi dibuatkan laporannya 

termasuk saran dan masukan yang 

diperoleh. 

3. Pertemuan 

Pembukaan 

Kantor PT Amindo 

Wana Persada, 

29 November 2019  

 

 

 Dihadiri oleh MR PT Amindo Wana 

Persada beserta personil 

penanggungjawab kegiatan terkait. 

 UM telah memahami terkait tujuan, dan 

menyatakan setuju  

 Seluruh kegiatan audit dapat 

dilaksanakan sesuai yang 

direncanakan.  

 Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA. 

4. Verifikasi Dokumen 

dan Observasi 

Lapangan 

Areal Kerja 

PT Amindo Wana 

Persada  

29 November s.d. 

3 Desember 2019 

 Melaksanakan pengumpulan 

data/bukti audit berupa dokumen dan 

fisik hasil kegiatan, menganalisisnya 

sesuai kriteria audit yang digunakan 

dan menetapkan penilaiannya. 

 Metode/teknik audit dilakukan dengan 

tinjauan dokumen pada rentang 1 

(satu) tahun terakhir, pengambilan 

sample fisik/hasil kegiatan di lapangan 

dan wawancara pada seluruh kriteria 

penilaian yang meliputi Prasyarat, 

Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK 

Hutan. 

 Hasil audit dicatat dengan 

menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: 

Checklist Audit Lapangan  
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No. Tahapan Kegiatan 

Audit Lapangan 

Waktu dan Lokasi Ringkasan Catatan 

5. Pertemuan 

Penutupan 

Kantor PT Amindo 

Wana Persada, 

4 Desember 2019 

 Tim Audit memaparkan hasil audit 

berupa temuan kesesuaian dan 

temuan ketidaksesuaian, serta 

meminta konfirmasi persetujuan 

auditee. 

 Terhadap temuan ketidaksesuaian 

(kriteria produksi 2 verf), Tim Audit 

menerbitkan LKS dan disepakati 

ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh 

auditee paling lambat tanggal 11 

Desember 2019. 

 Pertemuan Penutupan dibuatkan BA. 

7. Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan Di 

Daerah sesudah 

penilaian lapangan 

Samarinda, 

5 Desember 2019 

Tim Audit melaporkan hasil penilaian 

lapangan kepada instansi :  

a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur diterima oleh Zulfikar. 

b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima 

oleh Eko Bahariwanto. 

8. Pengambilan 

Keputusan  

Samarinda, 

20 Desember 2019 

Tim Pengambil Keputusan menetapkan : 

1. Terhadap LKS yang diterbitkan,  

PT Amindo Wana Persada telah 

menindaklanjuti dan menyelesaikan 

tindakan perbaikan secara 

memadai, sehingga tidak terdapat 

verifier bobot Dominan bernilai 

Buruk atau verifier standar VLK 

bernilai Tidak Memenuhi. 

2. PT Amindo Wana Persada dinilai 

LULUS  Penilaian Kinerja PHPL 

dengan Nilai Akhir Kinerja mencapai 

89,39% tanpa ada verifier bobot 

Dominan (D) bernilai Buruk dan 

MEMENUHI Standar VLK. 

3. Tim Pengambil Keputusan 

merekomendasikan bahwa Sertifikat 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

(S-PHPL) PT Amindo Wana Persada 

dapat dipertahankan sesuai dengan 

masa berlaku, predikat dan ruang 

lingkup sertifikasinya. 
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4. RESUME HASIL  PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

A. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.1 

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

 VERIFIER 

PENYUSUN 

INDIKATOR 

BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1. 

Ketersediaan 

dokumen legal dan 

administrasi tata 

batas (PP, SK 

IUPHHK-HA, 

BukuTBT, Peta TBT) 

 

 

CD 

 

Baik  

Pada periode Penilikan Ke-2 diketahui bahwa 

keberadaan dokumen legal (seperti akte perusahaan, 

SIUP, TDP, NPWP, SK.IUPHHK-HA, AMDAL/RKL/RPL, 

RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) yang dimiliki oleh 

PT Amindo Wana Persada tersedia lengkap atau tidak 

ada perubahan dan dokumen administrasi tata batas 

(seperti Laporan TBT, Pedoman TBT, BA TBT dan Peta 

TBT) juga tersedia lengkap (tidak ada perubahan) 

sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas 

areal kerja yaitu sepanjang 133,75 KM yang terdiri dari 

: 

1. Berita Acara TBT Hutan Lindung Gunung Kong 

Kemul sepanjang 77,69 KM tertanggal 30/04/1998 

dengan areal Eks. HPH PT Alas Helau; 

2. Laporan TBT No. 2473 Tahun 2009 yang 

melaporkan hasil pengukuran batas persekutuan 

sepanjang 56,06 KM terdiri dari : 

a. Batas dengan IUPHHK-HA PT Aditya Kirana 

Mandiri sepanjang  24,45 KM; 

b. Batas dengan IUPHHK-HA PT Wana Bakti 

Persada Utama sepanjang 31,61 KM. 

1.1.2. 

Realisasi tata batas 

danlegitimasinya 

(BATB) 

 

 

D 

 

Baik 

Pada periode Penilikan Ke-2 diketahui bahwa realisasi 

tata batas areal kerja PT Amindo Wana Persadasudah 

100 % atau sudahtemu gelangdengan total panjang 

batas areal 133,75 KM sesuai data dokumen 

adminitrasi tatabatas dan pada Buku RKUPHHK-HA 

Berbasis IHMB Periode 2012-2021. 

Realisasi tatabatas tersebut sesuai dengan keberadaan 

dokumen tata batas yang terdiri dari 1) Berita Acara 

TBT Hutan Lindung Gunung Kong Kemul sepanjang 

77,69 KM tertanggal 30/04/1998, dan 2) Laporan TBT 

No. 2473 Tahun 2009sepanjang 56,06 KM. 

Hasil observasi lapangan ditemukan plang dan pal 
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 VERIFIER 

PENYUSUN 

INDIKATOR 

BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

batas luar yang sekaligus merupakan batas fungsi 

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan Areal 

Penggunaan Lain (APL) pada koordinat N. 01˚54’ 

09,1”; E.116˚37’ 55,1”. 

Melihat usia keberadaan 2 (dua) dokumen tata batas 

diatas lebih dari 5 (lima) tahun maka perlu dilakukan 

Rekonstruksi Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA 

PT Amindo Wana Persada dan sekaligus 

mengeluarkan APL seluas ± 2.038 Ha, sehingga dapat 

diketahui luas efektif Kawasan hutan produksi yang 

dikelola oleh IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada 

dan secara legal dikukuhkan lewat SK. Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

1.1.3. 

Pengakuan para 

pihak atas eksistensi 

areal IUPHHK 

kawasan hutan 

(BATB) 

 

 

CD 

 

Baik 

Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui bahwa 

selama 1 (satu) tahun terakhir pada areal kerja 

IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada tidak terdapat 

konflik batas dengan pihak lain atau masyarakat 

setampat, namun Bagian Kelola Sosial perusahaan 

memiliki dokumen rencana, monitoring konflik batas 

dan upaya penyelesaiannya, seperti bukti dokumen 

berikut : 

1. Terdapat Laporan Pemetaan Sosial Potensi dan 

Resolusi Konflik Pada PT AWP pada bulan 

Agustus 2019, sesuai .5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 

tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman 

Pemetaan Potensi Konflik Pada Pemegang 

IUPHHK Dalam Hutan Produksi; 

2. Terdapat kegiatan Batas Partisipatif Kawasan 

Hutan Bersejarah (Adat) dari masyarakat Long 

Ikian seluas ± 256 Ha yang berada di Blok RKT 

Tahun 2019, dan dituangkan ke Berita Acara Batas 

Partisipatif dibuat pada tanggal 25 Agustus 2019, 

ditanda tangani oleh Kepala Adat Kampung Long 

Ikian (Sdr. Petrus) dan Manager Camp PT AWP 

(Sdr.Rido); 

3. Terdapat Peta Deliniasi Identifikasi Ladang 

Masyarakat Tahun 2019 Skala 1 : 25.000, sesuai 

hasil penilikan ke-1 tahun 2018 terdapat ladang 

masyarakat Kampung Long Lamcin yang berada 

di dalam PT AWP seluas ± 12,83 Ha, tepatnya di 
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 VERIFIER 

PENYUSUN 

INDIKATOR 

BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

kiri kanan jalan Looging dari KM 103 s/d KM 109 

dan ladang tersebut berada di APL. 

Sehingga dengan upaya perusahaan dalam 

menangani konflik batas seperti bukti dokumen diatas, 

maka penyelesaian konflik dari waktu ke waktu terjadi 

penurunan sampai konflik batas tidak ada lagi di 

lapangan. 

1.1.4. 

Tindakanpemegang 

izin dalamhal 

terdapatperubahan 

fungsikawasan. 

Apabilatidakada 

perubahanfungsi 

makaverifierini 

menjadiNot 

Aplicable. 

 

 

CD 

 

Baik 

Berdasarkan verifikasi dokumen Peta Penafsiran 

Citrasatelit  IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada 

Skala 1 : 250.000  yang telah disetujui Dirjen Plonologi 

dan Tata Lingkungan Cq. Direktur Inventarisasi dan 

Pemantauan SUmber Daya Hutandengan Nomor : 

529/IPSDH/PSDH/PLA.1/10/2019 tanggal 7 Oktober 

2019, maka diketahui bahwa pada areal kerja IUPHHK-

HA PT Amindo Wana Persada terdapat APL seluas ± 

2.038 Ha yang berada di sepanjang sungai Kelay, dan 

hal ini sudah di verifikasi pada penilikan ke-1 tahun 

2018, yaitu perubahan fungsi Kawasan hutan tersebut 

atau posisi APL seluas ± 2.038 Hatidak berpengaruh 

terhadap blok-blok RKTUPHHK-HA yang sudah diatur 

atau ditata selama 10 tahun (periode 2012 s/d 2021), 

sehingga dinilai Not Appilcable (NA). 

Namun pada periode audit penilikan ke-2, terdapat 

dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 

2012-2021 sesuai dengan Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 

SK.6064/MenLHK/PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 

Juni 2019, dan alasan revisi RKUPHHK-HA tersebut 

yaitu untuk efesiensi kegiatan pengelolaan hutan dan 

meminimalkan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan 

(PWH) serta menambahkan kegiatan SILIN pada areal 

kerja PT AWP maksimal 20 % dari luas areal efektif atau 

seluas ± 6.400 Ha selama daur. Dengan 

demikianlokasi blok RKT tahun 2020 dan tahun 2021 

perlu dipindahkan berada di luar Blok RKUPHHK-HA 

yang berlaku sebelumnya, artinya Revisi RKUPHHK-HA 

tersebut bukan karena keberadaan APL seluas ± 2.038 

Ha.  

Karena APL tersebut tidak berpengaruh terhadap blok-
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 VERIFIER 

PENYUSUN 

INDIKATOR 

BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

blok RKTUPHHK-HA yang sudah diatur dari tahun 

2012-2021, dan sesuai Peta RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB Periode 2012-2021 Skala 1 : 50.000 diketahui 

bahwalokasi APL dialokasikanuntuk blok RKTUPHHK-

HA dari tahun 2022 – 2041 (XI – XXX), yang dilakukan 

saat proses perpanjangan dokumen RKUPHHK-HA 

Berbasis IHMB Untuk 10 Tahun (Periode 2022-2031). 

1.1.5. 

Penggunaan 

kawasandiluar 

sektorkehutanan 

(Apabilatidakada 

penggunaan 

kawasandi luar 

sektorKehutanan 

makave-rifierini 

menjadiNot 

Aplicable). 

 

 

CD 

 

Baik 

Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui bahwa 

terdapat action plan dari auditeeuntuk upaya 

pemenuhan observasi yang diberikan pada verifier ini 

saat penilikan ke-1 tahun 2018, dan bukti dokumen 

pemenuhan sebagai upaya perbaikan sebagai berikut : 

Pada periode audit penilikan ke-2 terdapat upaya atau 

action plan PT Amindo Wana Persada, sesuai bukti 

dokumen sebagai berikut : 

1. Terdapat Laporan Kegiatan Deliniasi Identifikasi 

Areal Non Kehuatan Periode Tahun 2019 dibuat 

Branch Manager (Adi Samijo) yang disampaikan 

kepada Kepala KPHP Berau Barat, sesuai tanda 

terima dan cap KPHP Berau Barat; 

 

2. Tersedia Laporan Pemetaan Sosial dan Resolusi 

Konflik di IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada 

yang dibuat oleh Direktur Utama PT AWP (Ham 

Eddy Tampi) pada bulan Agustus 2019; 

 

3. Tersedia Berita Acara Sosialisasi Kemitraan 

Kehutanan di Kampung Long Lamcin pada tanggal 

06 Juni 2019 oleh KPHP Berau Barat yang mengacu 

PermenLHK Nomor : P.83/Menlhk/Kum.1/10/2016 

tanggal 25 Oktober 2016; 

 

4. Tersedia dokumen Permohonan 

Registrasi/Penetapan Kelompok Tani Hutan (KTH) 

Deh Tonkas Pe’yang Pe’yang Unlun Blay  di 

Kampung Long Lamcin dari Ketua KTH (Alpius). 

 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 18/ 18 x 100% =100,00 %, 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

 



 
 

Halaman 9 dari 71 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

INDIKATOR 1.2 

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, 

misi dan tujuan perusahaan 

yang sesuai dengan PHL 

 

 

D 

 

Baik 

Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui bahwa  

Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Direktur Utama 

PT. Amindo Wana Persada sesuai dengan SK. 

Nomor : 028/AWP-DIR/JKT/2015 tanggal 01 Januari 

2015 tidak ada perubahan danVisi Misi tersebut 

sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari, yang mencakup aspek produksi, 

aspek ekologi dan aspek sosial. 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan 

tujuan perusahaan 

 

D 

 

Baik 

Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui bahwa 

Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan kepada 

masyarakat setempat seperti dokumen Berita Acara 

Sosialisasi Visi dan Misi PT Amindo Wana Persada 

di Kampung Long Suluy dan Long Ikian pada 

tanggal 29 April 2019, yang ditanda tangani oleh 

Kepala Adat Long Ikian (Petrus) dan Long Suluy 

(La’kay). 

Sedang sosialisasi Visi dan Misi PT Amindo Wana 

Persada untuk level karyawan di lapangan 

langsung dapat dilihat dari papan Visi Misi 

Perusahaan yang terpasang di depan Kantor Base 

Camp KM 103, Base Camp KM 74 dan Base Camp 

KM 0 (Logpond) yang cukup jelas terbaca. 

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi 

dengan implementasi  PHL 

 

D 

 

Sedang 

Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui bahwa 

terdapat action plan dari auditee untuk pemenuhan 

observasi yang diberikan pada saat penilikan ke-1 

tahun 2018, namun setelah ditelaah dari beberapa 

aspek PHPL maka implementasi PHL hanya 

sebagian yang sesuai dengan Visi dan Misi 

Perusahaan (PT Amindo Wana Persada) 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
16/18 X 100 % = 88.88 % 

Nilai Kinerja Indikator 
BAIK 
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INDIKATOR 1.3. 

Jumlahdan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan 

Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga 

profesional bidang 

kehutanan di lapangan pada 

setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

 

 

CD 

 

Baik 

Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

terdapat upaya auditee dalam memenuhi observasi 

pada verifier ini, yaitu melalui mutasi Ganis PHPL 

dan Diklat Ganis PHPL namun sampai dengan 

dilaksanakan penilikan ke-2 upaya tersebut belum 

menghasilkan pemenuhan terhadap kekurangan 

Ganis PHPL secara keseluruhan sesuai jumlah 

Ganis PHPL yang ditentukanoleh Perdirjen PHPL 

No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 

2015, seperti pada Tabel berikut 

No Ganis PHPL 

Luas 

25.000<50.000 

*) 

Luas PT AWP  

±43.380 Ha 

1. Ganis Kurpet 1 1 

2. 
Ganis PHPL 

Canhut 
2 1 

3. 
Ganis PHPL 

Nenhut  
2 1 

4. Ganis PHPL Binhut 2 2 

5. Ganis PHPL PKB-R  2 3 

 JUMLAH 9 8 

*) Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 

Nopember 2015 

Kekurangan jumlah Ganis PHPL yaitu pada Ganis 

Canhut 1 orang dan Ganis Nenhut 1 orang. 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi 

SDM 

 

 

D 

 

Sedang 

Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui bahwa 

auditee telah merencanakan dan merealisasikan 

Diklat baik Ganis PHPL maupun Non Ganis PHPL, 

dan sesuai dengan data realisasi Diklat tahun 

2018/2019 telah tercapai 87,5 % dari Diklat Non 

Ganis (yang tidak ter-rencana), yaitu : 

1. Operator Dump Truck; 

2. Operator Logging; 

3. Kapasitas SDM SILIN; 

4. Mekanik; 

Sedang realisasi Diklat Ganis PHPL selama 1 

(satu) tahun terakhir NIHIL, padahal sesuai 

rencana kebutuhan Ganis PHPL yang segera 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dipenuhi sesuai ketentuan berlaku terdapat 

kekurangan 2(dua) Ganis PHPL, yaitu  

1 orang Ganis Nenhut dan 1 orang Ganis Canhut. 

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

 

 

D 

 

Baik 

Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui 

terdapat upaya perbaikan atau pemenuhan 

observasi yang diberikan saat audit penilikan ke-1 

tahun 2018, yaitu adanya perbaikan kinerja bagian 

personalia dalam melengkapi dokumen 

ketenagakerjaan di lapangan, seperti kantor Teluk 

Bayur dan Base Camp KM 103 yang secara 

kesatuan pengeloaan menjadi bagian dari 

Personalia yang berada di Kantor Jakarta, seperti 

pembuatan  Laporan Ketenagakerjaan Triwulan 

Tahun 2019 maupun Tahunan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdri. Sahri 

Maida Sinaga (Personalia di Kantor Jakarta), Sdri. 

Atin Jati Kusumawati (Personalia & Keuangan di 

Kantor Teluk Bayur Tj. Redeb) dan Sdr. Ahmad 

Samsuri (Personalia Base Camp 103), maka 

kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan dapat 

dilayani oleh Bagian Personalia di Kantor Jakarta, 

Kantor Teluk Bayur dan Base Camp KM 103. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
13/15 X 100 % = 86,66% 

Nilai Kinerja Indikator 
BAIK 

 

INDIKATOR 1.4. 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, 

Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) 

IUPHHK–HA 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka  

PHPL 

 

 

D 

 

Sedang 

Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui bahwa 

auditee telah melakukan perubahan Struktur Organisasi 

dan melengkapi Job Decription sampai ke level Kasi 

sesuai dengan bunyi observasi untuk verifier ini saat 

audit penilikan ke-1 tahun 2018. 

Namun setelah ditelaah lebih lanjut terhadap 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

perubahan Struktur Organisasi yang ditetapkan sesuai 

SK. Direktur Utama PT Amindo Wana Persada Nomor : 

SK. No. 031/AWP-DIR/JKT/I/2019, tanggal 01 Agustus 

2019 tentang Perubahan Struktur Organisasi Tahun 

2019. 

Perubahan Struktur Organisasi diatas adalah yang 

kedua kalinya dengan tujuan dapat memberikan kinerja 

organisasi yang optimal melalui perubahan jabatan 

pada beberapa posisi sehingga perlu ditetapkan 

Struktur Organisasi yang baru.  

Namun untuk menilai kinerja Struktur Organisasi 

sampai dapat disimpulkan bahwa SO benar-benar 

bertjalan optimal perlu waktu minimal 1 (satu) tahun. 

Sehingga upaya perbaikan terhadap verifier ini dengan 

melakukan perubahan SO yang baru berumur 5 bulan 

dengan sebagian personil yang menjabat merupakan 

orang-orang baru direkrut maka hanya sebagian yang 

sesuai kerangka PHPL. 

1.4.2.  

Keberadaan perangkat 

Sistem Informasi 

Manajemen dan tenaga 

pelaksana 

 

 

D 

 

Sedang 

Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui bahwa 

keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) yang dimiliki oleh PT Amindo Wana Persadadi 

Base Camp KM 103 dan di Kantor Teluk Bayurcukup 

memadai untuk mendukung operasional di lapangan.  

Terdapat penggantian tenaga pelaksana SIM sesuai 

dengan SK Direktur Utama PT AWP Nomor : SK. No. 

031/AWP-DIR/JKT/I/2019, tanggal 01 Agustus 2019 

tentang Perubahan Struktur Organisasi PT AWP Tahun 

2019, yaitu Sdr. Heri Erawan. 

Namun pengganti tenaga pelaksana SIM (Sdr. Heri 

Erawan) belum menunjukkan potensinya dalam 

penyiapan data atau dokumen yang diperlukan oleh 

auditor saat dilakukan penilaian kinerja PHPL, karena 

nya belum efektif atau seperti pada penilikan ke-1 

tahun 2018. 

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal 

auditor dan efektifitasnya 

 

 

D 

 

Sedang 

Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui bahwa 

terdapat perubahan personil SPI sesuai SK Direktur 

Utama PT AWP Nomor : SK. No. 031/AWP-

DIR/JKT/I/2019, tanggal 01 Agustus 2019 tentang 

Perubahan Struktur Organisasi PT AWP Tahun 2019, 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

terdapat SPI/Internal Auditor yang dijabat oleh Sdri. 

Laura Siahaan (pengganti Sdr. Agung Fariza). 

Tersedia Laporan Kinerja SPI tahun 2018 dan 2019 

yang dibuat oleh Tim Internal Auditor yang terdiri dari 

Sdri.Laura Siahaan (Ketua Tim) dan Sdri. Sahri Maida 

Sinaga (Anggota Tim), namun dari 11 (sebelas) 

Laporan Audit Internal yang dihasilkan belum mengacu 

kepada SOP mengacu kepada SOP yang dimiliki oleh 

setiap Bagian kegiatan di lapangan, sehingga 

keberadaan Tim SPI selama 1 (satu) tahun terakhir 

belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan 

kegiatan di lapangan. 

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak 

koreksi  manajemen 

berbasis hasil monitoring 

dan evaluasi 

 

 

D 

 

Baik 

Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui bahwa 

terdapat upaya PT Amindo Wana Persadauntuk 

memenuhi observasi verifier ini, yaitu sesuai dengan 

bukti Laporan Kinerja SPI PT AWP pada tahun 2018 

dan 2019 dan tersedia Notulen Hasil Meeting Bulanan 

dari bulan Januari s/d September 2019. Sehingga PT 

AWP telah memenuhi observasi penilikan ke-1 tahun 

2018 karena bukti upaya diatas telah mencakup 

keterlaksanaan seluruh tindakan koreksi dan 

pencegahan dan pencegahan manajemen berbasis 

hasil monitoring dan evaluasi. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
18/24 x 100 % = 75,00 % 

Nilai Kinerja Indikator 
SEDANG 

 

INDIKATOR 1.5.  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.1.  

Persetujuan rencana 

penebangan melalui 

peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan 

proses dan diseminasi isi 

kandungannya 

 

 

CD 

 

Baik 

Pada periode audit penilikan ke-2 terdapat Berita Acara 

Kesepakatan RKT Tahun 2019 yang ditanda tangani 

oleh kedua pihak, yaituperushaan  PT Amindo Wana 

Persada dengan Kampung Long Suluy dan Long Ikian 

pada tanggal 11 April 2019; dan Berita Acara 

Sosialisasi Hak dan Kewajiban PT AWP di Kampung 

Long Suluy pada tanggal 29 April 2019, yang 

mencantumkan 3 (tiga) poin kesepakatan sebagai 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

berikut :  

1. Biaya pembengunan gereja di Kampung Long 

Suluy sebesar Rp. 25.000.000 )1 kali pembayaran 

2019-2020); 

2. Pembuatan jalan menuju kampung Long Ikian ± 2 

KM dan pelebaran kampung Long Ikian seluas  ± 

3 Ha (2019-2020); 

3. Pembuatan dapu umum ukuran 4 x 6 meter 

sebanyak 2 unit masing untuk kampung Long 

Suluy dan Long Ikian, bahan dan material di 

tanggung pihak perusahaan (2019-2020) 

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses 

tata batas 

 

 

D 

 

Baik 

Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui bahwa 

proses penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT 

Amindo Wana Persada sudah mendapat persetujuan 

oleh para Pihak, seperti yang tertuang pada Laporan 

TBT sebagai berikut : 

1. Laporan TBT No. 2743  (Batas Persekutuan); 

2. Laporan Batas Hutan Lindung Gunung Kong 

Kemul (BATB tanggal 30/1/1998); 

3. Berita Acara SosialisasiPemeliharaan Batas Areal 

Kerja IUPHHK-HA PT AmindoWanaPersada di 

Kampung Long Lamcintanggal 12 Desember 2017 

dan daftar hadirterlampir. 

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses 

dan pelaksanaan  CSR/CD 

 

 

D 

 

Sedang 

Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui bahwa 

auditee tidak melakukanaction plan terhadap observasi 

yang diberikan pada saat penilikan ke-1 tahun 2018, 

karenapenyusunan RO PMDH dan realisasi tahun 2019 

masih sama dengan tahun 2018 yaitu masih 

memerlukan persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan CSR/CD dari para pihak melalui kegiatan 

sosialsiasi yang menghasilkan kesepakatan tertulis 

yang berisi bahwa pemberian honor, fee produksi, 

uang debu dan lainnya adalah bagian dari CSR/CD PT 

AWP yang disalurkan ke setiap Desa Binaan sesuai 

dengan kebutuhannya. Dan Berita Acara Sosialisasi 

CSR/CD yang berakhir dengan kesepakatan tersebut di 

tanda tangani kedua belah pihak 

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses 

 

D 

 

Sedang 

Pada periode audit penilikan ke-2 diketahui bahwa 

auditee melakukan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

penetapan kawasan lindung 

 

IHMB Periode 2012-2021 dan didalamnya terdapat 

perubahan tata ruang pada Kawasan lindung dengan 

rincian sebagai berikut : 

1. Buffer Zone Hutang Lindung seluas ± 4.122 Ha; 

2. Sempadan sungai seluas ± 2.098 Ha; 

3. KPPN seluas ± 304 Ha; 

4. Lereng diatas 40 % seluas ± 1.647 Ha. 

Konsekuensi dari Revisi RKUPHHK-HA tersebut yaitu : 

1. Terdapat SK. Direksi PT AWP Nomor : SK. Nomor : 

061/AWP-DIR/JKT/IX/2019,tanggal 4 Sept. 2019; 

2. Sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat 

sekitar hutan (Long Lamcin, Long Ikian dan Long 

Suluy). 

Namun untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 

setempat seperti poin 2 belum dilakukan oleh 

manajemen PT Amindo Wana Persada, walaupu 

terdapat bukti pelaksanaan Sosialisasi Kawasan 

Linding ssuai dokumen Berita Acara Kawasan Lindung 

pada tanggal 1 April 2019 (yang masih menggunakan 

data Kawasan lindung berdasarkan RKUPHHK-HA 

Periode 2012-2021 lama). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
17/21 x 100 % = 80,95 % 

Nilai Kinerja Indikator 
BAIK 
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B. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA PRODUKSI 

INDIKATOR 2.1. 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1. 

Keberadaan Dokumen 

Rencana Jangka Panjang 

(management plan) yang 

telah Disetujui oleh 

Pejabat yang Berwenang 

 

D Baik Dokumen rencana jangka panjang yang dimiliki 

oleh PT Amindo Wana Persada adalah : 

1. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-

HA) Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 

atas nama PT Amindo Wana Persada di Provinsi 

Kalimantan Timur, yang disahkanberdasarkan  

Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor  :  

SK.40/BUHA-2/2012 tanggal 24 April 2012, 

Persetujuan RKUPHHK-HA Untuk Jangka Waktu 

10 Tahun Periode Tahun 2012-2021 a.n PT 

Amindo Wana Persada di Provinsi Kalimantan 

Timur yang ditandatangani a.n. Menteri 

Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha 

Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam 

ttd Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc (NIP. 19600106 

198703 1 001). 

2. Revisi Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan 

Alam (RKUPHHK-HA) Berbasis IHMB Periode 

Tahun 2012-2021 atas nama PT Amindo Wana 

Persada di Provinsi Kalimantan Timur, yang 

disahkanberdasarkan  Keputusan Menteri  

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SK.6064/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 

tanggal 28Juni 2019, Persetujuan RKUPHHK-HA 

Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 

2012-2021 a.n PT Amindo Wana Persada di 

Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani 

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Direktur Jenderal ttd DR. Hilman Nugroho (NIP. 

19590615 198603 1 004). 

Perubahan atau usulan revisi ini sesuai 

permohonan dari PT Amindo Wana Persada 

melalui surat nomor : 023/AWP-DIR/JKT/V/2019 

tanggal 09 Mei 2019 dan SK Revisi RKUPHHK-

HA di atas dikarenakan untuk efisiensi 

pengelolan hutan (memindahkan Blok URKT 

2020 dan 2021 ke lokasi yang berdekatan 

dengan lokasi yang sedang dilakukan kegiatan 

(blok RKT 2019)) dan meminimalkan kegatan 

Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) serta 

menambah kegiatan SILIN pada areal kerja PT 

Amindo Wana Persada. 

3. Pengesahan Peta Penafsiran Peta Citra Landsat 

PT Amindo Wana Persada oleh SK Dirjen 

Planologi Kehutanan Tata Lingkungan, Cq 

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Daya Hutan No. S.529/IPSDH-2/2019 Tanggal 07 

Oktober 2019. 

4. Jenis Citra : Komposit Citra Sentinel 2A Band 

11.8A.5 Skala 1:100.000, Scene Id T50NMH, 

Akuisisi : Tanggal 6 April dan 11 Januari 2019. 

2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan 

Rencana Jangka Panjang 

 

D Baik Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas 

Blok antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA 

berdasarkan Lokasi Blok adalah sebagai berikut : 

1. Blok Tahun 2019 : Mengacu kepada RKUPHHK-

HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021, tahun 

2012 dan surat Direktorat UHP Nomor : 

S.669/UHP/RKUPHA/HPL.1/6/2016 tanggal 28 

Juni 2016 

2. Alokasi blok menggunakan blok VIIIpada 

RKUPHHK-HA tahun 2012 dan pada 

Pengesahan RKTUPHHK-HA berada pada blok V 

(2019).  

Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas 

Blok antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA 

berdasarkan Luasan Blok adalah sebagai berikut : 

1. Blok Tahun 2019 : Terdapat kesesuaian alokasi 

Blok tebangan dan Luas Tebangan antara 

Rencana Jangka Panjang (RKUPHHK-HA) dan 

Rencana Jangka Pendek (RKTUPHHK-HA), 

dimana persen kesesuaian adalah 76%.  Luasan 

RKTUPHHK-HA diajukan dan disetujui seluas 

1.060 Ha, namun berdasarkan wawancara 

dengan Manajemen Representatif bahwa dari 

areal yang disetujui tersebut terdapat areal klaim 

masyarakat (hutan adat) sebanyak 4 petak 

(seluruh petak S.36, T.36 dan sebagian petak 

S.35, T.36) seluas 232 ha, pengurangan luas 

pada hampir seluruh petak sehingga didapatkan 

areal efektif seluas 805 ha. 

2. Terdapat 2 (dua) buah petak yang tidak 

dimasukkan dalam RKTUPHHK-HA yaitu petak 

S.36 dan T.36  karena seluruh areal masuk hutan 

bersejarah / hutan adat. 

Untuk implementasi Penataan Areal Kerja Tahun 

2020 sudah selesai untuk kegiatan PAK (ada 

Laporan) dan areal blok dalam RKUPHHK-HA 

terdapat perubahan (disesuaikan dengan Revisi 

RKUPHHK-HA tahun 2019). 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok 

dan Petak /compartemen 

kerja 

 

D Sedang Berdasarkan observasi lapangan pada Penilikan 

Ke-2 ditemukan kegiatan pemeliharaan batas blok 

dan petak di areal IUPHHK-HA PT Amindo Wana 

Persada sebagai berikut : 

1. berdasarkan wawancara dengan pendamping 

produksi adalah sebagai berikut : batas rintisan 

warrna merah batas petak 1 polet, batas blok 2 

polet (miring), batas kawasan lindung polet 3 

(merah) baik sempadan sungai, lereng E, KPPN, 

KPSL, BZ hutan lindung.  Bentuk dokumen 

Berita Acara Pemeriksaan n Pemeliharaan Batas 

Blok  Pada RKT 2018 dan RKT 2019, tanggal 1 

Agustus 2019. 

2. Berdasarkan pengecekan terhadap dokumen 

Berita Acara Pemeriksaan n Pemeliharaan Batas 

Blok  Pada RKT 2018 dan RKT 2019, tanggal 1 

Agustus 2019, telah dipasang berupa : Plang 

batas RKT 2019, plang RKT 2018, Batas Petak 

sebanyak  5 buah : M.41 I M.40, N.41 I M.41, 

M.40 I N.40,  N.40 I N.39, N.39 I M.39,  dan Plang 

Kawasan Lindung Sempadan Sungai Talqin.  

Tidak terdapat Berita Acara (BA) Pemasangan 

Tanda Batas Petak RKT 2019. 

 

3. Berdasarkan pengecekan lapangan, telah 

dilakukan uji petik Tanda Batas Blok dan Petak 

serta kawasan lindung pada Blok RKTUPHHK-

HA tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah sebagai 

berikut : 

- Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HA 2018 (Petak 

L.39), Terdapat plang tanda batas blok 

RKTUPHHK-HA tahun 2018 terbuat dari papan 

kayu dengan warna dasar putih dengan 

tulisan hijau untuk Logo dan nama 

perusahaan, warna hitam untuk Blok RKT, 

Luas dan koordinat.  Dengan ukuran 80 x 120 

cm, Kondisi Baik, koordinat : 01º 58’ 01,8” E = 

116º 29’ 30,9” 

- Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HA 2018 (Petak 

M.39), Terdapat plang tanda batas blok 

RKTUPHHK-HA tahun 2018 terbuat dari papan 

kayu dengan warna dasar putih dengan 

tulisan hitam berupa : Logo dan nama 

perusahaan, Blok RKT, Luas, dan koordinat.  

Dengan ukuran 80x120 cm, Kurang Terawat,  

koordinat : N =  01º 57’ 33,6” E = 116º 29’ 

22,3” 

- Tanda Batas Petak  RKTUPHHK-HA 2018 

(Petak M.40I N.40), Terdapat plang batas 

antar petak terbuat dari papan dengan ukuran 

30x40 cm dengan warna putih, dan terdapat 

tulisan warna hitam untuk batas petak dan 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

warna merah untuk nomor petak, Kondisi 

Baik, koordinat : N =  01º 54’ 18” E = 116º 56’ 

40” 

- Tanda Batas Petak  RKTUPHHK-HA 2019 

(Petak BG-19 I BF-19), Terdapat plang batas 

antar petak terbuat dari papan dengan ukuran 

20x40 cm dengan warna dasar hijau, dan 

terdapat tulisan warna putih berupa Petak dan 

Nomor serta arah timur/ barat, koordimat : N 

=  01º 57’ 57,2”E = 116º 29’ 29,2” 

- Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HA 2019 

Terdapat plang tanda batas blok RKTUPHHK-

HA tahun 2019 terbuat dari papan kayu 

dengan warna dasar putih dengan tulisan 

hitam berupa : Logo dan nama perusahaan, 

Blok RKT, Luas, dan koordinat.  Dengan 

ukuran 90 x 120 cm, Kondisi Baik, koordinat : 

N =  01º 56’ 15,7” E = 116º 32’ 26,2” 

- Tanda Batas Petak  RKTUPHHK-HA 2019 

(Petak R.34 IR.35), Terdapat plang batas antar 

petak terbuat dari papan dengan ukuran 

30x40 cm dengan warna dasar putih, dan 

terdapat tulisan warna hitam berupa Batas 

Petak dan Nomor Petak, Kondisi Baik, 

koordinat : N =  01º 56’ 17,9”E = 116º 32’ 

21,0” 

- Kawasan Lindung Sempadan Sungai Talqin, 

Plang informasi terbuat dari papan kayu 

dengan warna dasar putih tulisan hitam untuk 

logo dan nama perusahaan serta koordinat, 

warna hijau untuk nama sempadan sungai, 

Kondisi Baik, koordinat : N =  01º 57’ 38,2”E 

= 116º 28’ 42,1” 

Sementara itu tanda batas lainnya di lapangan tidak 

terlihat seluruhnya dengan jelas seperti batas 

rintisan blok dan petak, serta tanda batas corner 

(petak), karena jalan menuju lokasi sebagian besar 

longsor di beberapa tempat. 

Berdasarkan wawancara dengan pendamping 

produksi bahwa observasi tahun telah dilaksanakan 

dan seluruh tanda batas untuk tahun berjalan 

sudah dipasang 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/18) x 100% = 88,89% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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INDIKATOR 2.2. 

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu 

pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1. 

Terdapat Data Potensi 

Tegakan per Tipe 

Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB/ Survei 

potensi, ITSP, Risalah 

Hutan) 

 

D Baik Terdapat data Potensi Berdasarkan Hasil ITSP 

selama 4 (empat) tahun terakhir (2017, 2018, 2019, 

dan 2020), sebagai berikut : 

No. Jenis Pohon 

Kelas Diameter 

50 cm Up 

N     

(Phn) 

Vol         

(m
3
) 

RKTUPHHK-HA 2019   

1. Kel. Meranti  3.999   20.807,67  

2. Kel. R. Campuran  1.843   5.899,69  

3. Kel. Kayu Indah  173   769,38  

4. Kel. Kayu Dilindungi  282   892,13  

Jumlah  6.297   28.368,87  

Rata-rata / Ha  6.015   27.476,74  

Potensi  Kayu Tebang / Ha  7,47   34,13  

RKTUPHHK-HA 2018   

1. Kel. Meranti  13.592   66.589,89  

2. Kel. R. Campuran  1.252   3.012,28  

3. Kel. Kayu Indah  268   812,50  

4. Kel. Kayu Dilindungi  365   989,81  

Jumlah  15.477   71.404,48  

Rata-rata / Ha  15.112   70.414,67  

Potensi  Kayu Tebang / Ha  13,43   62,59  

RKTUPHHK-HA 2017   

1. Kel. Meranti  4.822   28.276,22  

2. Kel. R. Campuran  989   2.887,13  

3. Kel. Kayu Indah  388   1.094,21  

4. Kel. Kayu Dilindungi  168   598,85  

Jumlah  6.367   32.856,41  

Rata-rata / Ha  6.199   32.257,56  

Potensi  Kayu Tebang / Ha  8,09   42,10  

Terdapak kelengkapan dokumen berupa Peta 

Sebaran Pohon skala 1 : 2.000, dimana tercantum 

No Pohon, Simbol Pohon, jalur cruising dan kontur, 

sebagai contoh : peta sebaran pohon petak Q.37 

dan R.37. 

2.2.2.  

Terdapat Informasi 

tentang Riap Tegakan 

 

CD Baik Berdasarkan dokumen  Laporan Kegiatan 

Rekapitulasi Pengukuran Riap PUP 2019, 

ditemukan dokumen Laporan Hasil Pengukuran 

PUP tahun 2019, yang merupakan pengukuran ke-

3 didapatkan hasil analisa riap diameter, riap tinggi 

dan riap volume sebagai berikut : 

1. Laporan Hasil Pengukuran ke-3 dari 6 PU 

didapatkan rata-rata : 

- Ukuran diameter = 22,63 cm 

- Ukuran Tinggi = 11,78 meter 
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- Ukuran Volume = 0,49 m
3
 

2. Hasil perhitungan analisa riap pada Pengukuran 

Ke-3, didapatkan nilai riap rata-rata dari 6 PU : 

- Riap diameter = 0,33 cm 

- Riap tinggi = 0,22 meter 

- Riap volume = 0,02 m
3
 

3. Laporan Hasil Pengukuran Riap PUP tahun 2019 

telah disampaikan ke instansi Balai Balai 

Penelitian dan Pengembangn Teknologi 

Konservasi Sumber Daya Alam, terdapat bukti 

Serah Terima Dokumen per tanggal 13 Juni 

2019. 

4. Berdasarkan pengecekan di lapangan, 

ditemukan lingkaran berwarna putih yang 

merupakan tanda tempat melakukan 

pengukuran diameter dan ditemukan label 

kuning hasil pengukuran ke-3 tahun 2019. 

2.2.3.  

Terdapat Perhitungan 

Internal/self JTT 

Berbasis Data Potensi 

dan Kondisi 

Kemampuan 

Pertumbuhan Tegakan 

 

CD Sedang 1. Berdasarkan verifikasi dokumen bahwa terdapat 

hasil analisa perhitungan riap diameter, tinggi 

dan volume, namun PT Amindo Wana Persada 

belum memanfaatkan angka riap tegakan hasil 

analisis seri PUP untuk menyusun Jatah 

Tebangan Tahunan (JTT) sendiri.  

2. PT Amindo Wana Persada telah membuat dan 

menyampaikan Laporan Rekapitulasi 

Pengukuran PUP III kepada Balai Penelitian dan 

Pengembangn Teknologi Konservasi Sumber 

Daya Alam berdasarkan Surat Surat Serah 

Terima Dokumen Laporan Kegiatan Rekapitulasi 

Pengukuran Riap PUP 2019 per tanggal 3 Juni 

2019 

3. Tidak terdapat Perhitungan internal JTT, 

berdasarkan hasil analisa tersebut. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (11/12) x 100% = 91,67% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

 

INDIKATOR 2.3. 

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.3.1.  

Ketersediaan SOP 

Seluruh Tahapan 

D Baik Sampai dengan penilikan ke-2 terdapat revisi SOP 

Kegiatan tahapan sistem silvikultur TPTI yang 

dimiliki oleh PT Amindo Wana Persada.  Adapun 
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Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

SOP yang dimiliki adalah sebagai berikut : 

1. Penataan Areal Kerja, SOP Nomor : A3/SOP-

AWP/2019 tanggal terbit 08 Januari 2019, Revisi 

03 Tanggal Revisi 07 Januari 2019 (Penambahan 

pada Referensi) 

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan 

(ITSP), SOP Nomor :  A4/SOP-AWP/2019 

tanggal terbit 05 Januari 2019, Revisi 03 Tanggal 

Revisi 04 Januari 2019 (Penambahan pada 

Referensi) 

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP Nomor :  

A5/SOP-AWP/2019 tanggal terbit 10 Januari 

2019, Revisi 03 Tanggal Revisi 09 Januari 2019 

(Penambahan pada Referensi) 

4. SOP Penebangan atau Pemanenan dengan SOP 

nomor : A6/SOP-AWP/2019 tanggal terbit 04 

Januari 2019, Revisi 03 Tanggal Revisi 03 

Januari 2019 (Penambahan pada Referensi) 

5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman 

Pengayaan, SOP terkait adalah : 

- SOP Persemaian (Pengadaan Bibit), SOP 

Nomor : B1/SOP-AWP/2019 tanggal terbit 22 

Maret 2019, Revisi 03 Tanggal Revisi 21 Maret 

2019 (Penambahan pada Referensi) 

- SOP Penanaman dan Pengayaan, SOP 

Nomor : B5/SOP-AWP/2019 tanggal terbit 22 

Maret 2019, Revisi 03 Tanggal Revisi 21 Maret 

2019 (Penambahan pada Referensi) 

- SOP Pemeliharaan Tanaman, SOP Nomor : 

A18/SOP-AWP/2017 tanggal terbit 02 Oktober 

2017 (Rev-0) 

- SOP Penanaman Kanan Kiri Jalan, SOP 

Nomor : B4/SOP-AWP/2019 tanggal terbit 22 

Maret 2019, Revisi 03 Tanggal Revisi 21 Maret 

2019 (Penambahan pada Referensi) 

- SOP Pemeliharaan Tanaman Kiri Kanan Jalan, 

SOP Nomor : 001/AWP/SOP-PTKKJ/XII/2019 

tanggal terbit 03 Desember 2019 (Rev-0) 

- SOP Penanaman Tanah Kosong,  SOP Nomor 

: B4/SOP-AWP/2019 tanggal terbit 22 Maret 

2019, Revisi 03 Tanggal Revisi 21 Maret 2019 

(Perubahan pada nomor SOP dan 

Penambahan pada dan Referensi) 

- SOP Pemeliharaan Tanaman Di Tanah 

Kosong, SOP Nomor : 001/AWP/SOP-

PTKKJ/XII/2019 tanggal terbit 03 Desember 

2019 (Rev-0) 

6. Pembebasan Pohon Binaan,  tidak ada SOP 

karena tidak dilakukan kegiatan ini (fungsi hutan 
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HPT) 

 

7. Pengamanan dan Perlindungan Hutan,  SOP 

nomor : C07/SOP-AWP/2019 tanggal terbit 8April 

2019, Revisi 03 Tanggal Revisi 7April 2019 

(Perubahan pada nomor SOP dan Penambahan 

pada dan Referensi) 

Terdapat SOP tahapan kegiatan Non TPTI yang 

belum tercantum pada penilaian ini adalah SOP 

Pemeliharaan Tanaman Kanan Kiri Jalan dan SOP 

Pemeliharaan Tanaman Tanah Kosong, serta SOP 

Pemeliharaan Batas Blok dan Petak Tebangan. 

2.3.2.  

Implementasi SOP 

Seluruh Tahapan 

Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

 

D Sedang Implementasi SOP seluruh tahapan sistem 

silvikultur TPTI adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi Penataan areal kerja di lapangan 

berupa kegiatan Pembuatan titik ikat, starting 

point, penandaan batas blok berupa patok 

ukuran10x10 cm dan rintisan dengan polet 2 

buah warna merah dan tanda batas petak 

berupa plang batas antar petak (ukuran 30x40 

cm) dan rintisan dengan polet 1 buah warna 

merah.  Tanda kawasan lindung ditemukan 

berupa polet 3 buah warna merah pada 

sempadan sungai dan Lereng “E”. 

2. Implementasi ITSP berupa kegiatan cruising 

untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019, berdasarkan 

pengecekan di lapangan pada areal 

RKTUPHHK-HA tahun 2019 yang belum 

ditebang tidak ditemukan bukti  aktifitas 

lapangan kegiatan cruising seperti : jalur 

cruising, namun terdapat penandaan cruising 

berupa label dan barcode pada pohon ditebang. 

3. Secara administrasi ditemukan buku LHC Blok 

RKTUPHHK-HA tahun 2018 berdasarkan 

petaknya, dan terdapat peta sebaran pohon 

4. Implementasi kegiatan Pembukaan Wilayah 

Hutan (PWH) dilapangan pada saat penilikan ke-

2, pengerjaan perbaikan jalan yang longsor di 

Km 132 dilakukan oleh 1 unit excavator dan 1 

unit tractor.  Alokasi pembagian unit pembuatan 

/ rehab jalan dilakukan oleh Tim jalan sendiri, 

dimana kegiatan PWH terbagi menjadi 2 lokasi, 

yaitu : 

a. Logpond - Base Camp 103 Sei Lamcin : 

didukung oleh unit jalan berupa : 1 unit motor 

grader, 1 unit dump truck.  Sebagian besar 

jalan ini merupakan jalan koridor 3 

perusahaan, jadi terdapat kerjasama dalam 

kegiatan pemeliharaan jalan 

b. Base Camp 103 Sei Lamcin - Blok Tebangan : 

didukung oleh unit berupa : 2 unit traktor 
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(D6R dan D85SS), 1 unit motor grader, 2 unit 

dump truk, dan 1 excavator.  Kegiatan di 

lokasi ini adalah kegiatan pembuatan jalan 

baru menuju blok tebangan dan rehabilitasi 

jalan angkutan sepanjang main road. 

5. Implementasi kegiatan pemanenan di lapangan 

pada saat penilikan ke-2, terdapat kegiatan 

Kegiatan berupa penebangan, penyaradan, 

pembagian batang, pengupasan kulit kayu dan  

pengangkutan, namun saat.penilikan ke-2 tidak 

ada kegiatan dikarenakan hujan.  Terdapat stok 

kayu yang belum di LHP-kan sebanyak ± 3.800 

m3 berlokasi di TPn dan TPK Antara hutan. 

6. Implementasi kegiatan penanaman dan 

pemeliharaan Tanaman di lapangan pada saat 

penilikan ke-2, meliputi kegiatan berupa : 

pengadaan bibit, penanaman pengayaan, 

pemeliharaan tanaman pengayaan, penanaman 

kakija, pemeliharaan tanaman kakija, 

penanaman tanah kosong, dan pemeliharaan 

tanaman tanah kosong. 

a. Pengadaan bibit :  Pada Penilikan I Tahun 

2018, terdapat areal persemaian yang terletak 

di seberang base camp Km 103 pada 

koodinat N 010 54’ 56,8” E 1160 36’ 05,4”. 

Tidak terdapat laporan pengadaan bibit bulan 

Oktober 2019. 

Berdasarkan pengecekan lapangan pada 

lokasi persemaian dipasang papan nama dan 

bibit yang tersedia di persemaian jenis Meranti 

dan Kapur (untuk Penanaman Kanan Kiri 

Jalan dan pengayaan/rehabilitasi), sedangkan 

Sungkai, Sengon dan Gmelina digunakan 

untuk penanaman areal tanah kosong (non 

produktif). 

b. Penanaman Pengayaan : terdapat kegiatan 

penanaman pengayaan dan rehabilitasi Tahun 

2019 berasal dari jenis Meranti dan 

Kapur,karena lebih tahan hidup.  Pelaksanaan 

kegiatan penanaman di Blok RKT 2017.  

Pencapaian tahun 2018sebesar82,64% dan 

Tahun 2019 tidak ada data. 

c. Penanaman Kiri Kanan Jalan : terdapat 

kegiatan penanaman kakija Tahun 2019 di 

areal bekas tebangan blok RKT 2017 dengan 

jenis Meranti dan Kapur, Pencapaian tahun 

2018 sebesar 85,00% dan Tahun 2019 (sd 

September) sebesar 85,00%. Terdapat papan 

nama di tepi jalan angkutan. 

d. Penanaman Tanah Kosong : terdapat kegiatan 

penanaman tanah kosong Tahun 2019 di areal 

bekas tebangan blok RKT 2017 dengan 
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sungkai, Pencapaian tahun 2018 sebesar 

87,15% dan Tahun 2018 sebesar 62,50%. 

Terdapat papan nama di tepi jalan angkutan. 

e. Sedangkan kegiatan pemeliharaan tanaman 

pengayaan dan rehabilitasi, tanaman kakija 

dan tanaman tanah kosong tahun 2019 di 

areal bekas tebangan blok RKT 2015 dan 

2016 dengan jenis Meranti dan Kapur, 

berturut-turut adalah : tidak ada data, 96% dan 

87%. 

7. Pembebasan pohon binaan untuk RKTUPHHK-

HA tidak dilakukan karena areal kerja berada di 

dalam fungsi hutan HPT 

8. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan hutan 

pada tahun 2019 berupa patroli di seluruh blok 

tebangan, pemasangan plang peringatan 

maupun himbauan 

2.3.3.  

Tingkat Kecukupan 

Potensi Tegakan 

sebelum Masak Tebang 

D Baik 1. Berdasarkan hasil cruising sebagaimana data 

pada verifier 2.2.1. didapatkan data potensi 

tergakan sebelum masak tebang (diameter 10-

49 cm) RKTUPHHK-HA tahun 2019, 2018 dan 

2017 rata-rata sebesar 18 pohon/hektar adalah 

sebagai berikut : 

Uraian 

10 - 49 cm 

N     

(Phn) 

Vol         

(m
3
) 

Potensi Kayu Tebang / Ha  

RKTUPHHK-HA 2019  23,95   19,34  

RKTUPHHK-HA 2018  17,47   11,77  

RKTUPHHK-HA 2017  14,21   10,99  

Rata-rata 18,54  

2. Berdasarkan Uji Petik pada petak R.34 dan S.34 

sebanyak 3 Plot Ukur didapatkan data potensi 

tegakan sebelum masak tebang sebagai berikut 

: 

Nomor  

Petak 

Jumlah 

PU 

Jumlah 

Pohon 

Jumlah 

Pohon/Ha 

R.34 3 20 142 

S.34 3 17 83 

Jumlah pohon inti dan pohon disisakan (tidak 

ditebang) dari jenis komersial didapatkan 

sebanyak 112 pohon per hektar. 

2.3.4.  

Tingkat Kecukupan 

Potensi Permudaan 

 

CD Baik 1. Berdasarkan Laporan Pemantauan Tingkat 

Kerusakan Tegakan Tinggal Akibat Kegiatan 

Penebangan Pada Areal Bekas Tebangan Blok 

RKT 2018, Oktober 2019 yang dibuat oleh PT 

Amindo Wana Persada didapatkan potensi 
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permudaan tingkat tiang sebesar 121 

batang/hektar dan tingkat pancang sebesar 240 

batang/hektar. 

 

 

2. Berdasarkan Uji Petik pada petak R.34 dan S.34 

sebanyak 3 Plot Ukur didapatkan data potensi 

permudaan tingkat tiang dan pancang sebagai 

berikut : 

Nomor  

Petak 

Jumlah 

PU 

Jumlah 

Pohon 

Jumlah 

Pohon/

Ha 

Jumlah 

Pohon 

Jumlah 

Pohon/Ha 

R.34 3 7 233 16 2.133 

S.34 3 19 633 20 2.667 

Rata-rata jumlah jenis komersial tingkat Tiang 

sebanyak : 433 batang/ha (>100 btg/ha) dan 

tingkat Pancang sebanyak : 2.400 batang/ha  (> 

400 btg/ha) 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (19/21) x 100% = 90,48% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 2.4. 

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / 

Pengelolaan Hutan 

Ramah Lingkungan 

 

D Baik Pada saat Penilikan ke-2 terdapat revisi SOP 

Reduced Impact Logging (RIL)  dengan dokumen 

nomor : A9/SOP-AWP/2018 tanggal terbit 24 Februari 

2018, Revisi 2 Tanggal revisi  23 Februari 2018 

menjadi SOP Pemanenan Ramah Lingkungan 

(Reduced Impact Lingkungan) dengan nomor SOP : 

A9/SOP-AWP/2019 tanggal terbit 07 Pebruari 2019, 

Revisi 03 Tanggal Revisi 06 Pebruari 2019 

(Penambahan pada Referensi). 

Berdasarkan observasi terhadap SOP tersebut telah 

mencakup : 

­ Perencanaan (Pra Pemanenan) antara lain terdiri; 

Perencanaan jalan angkutan dan jalan sarad, 

pembuatan rencana pemanenan, operasi sebelum 

pemanenan, dan persiapan lapangan sebelum 
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pemanenan. 

­ Operasi Pemanenan antara lain terdiri; Supervisi 

operasi pemanenan, operasi penebangan, operasi 

penyaradan dan pelaksanaan kegiatan di TPn, 

penebangan. 

­ Pemeliharaan dan K3 terdiri dari : perbaikan dan 

pemeliharaan alat berat, kesehatan camp. 

Pasca Penebangan antara lain terdiri; penutupan 

jalan sarad, penutupan penyebrangan sementara, 

penutupan tambang batu (quarry), penutupan TPn, 

pemeliharaan jembatan, pemeliharaan drainase jalan. 

2.4.2.  

Penerapan Teknologi 

Ramah Lingkungan 

 

D Sedang Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terhadap 

kegiatan RIL, terdapat penerapan teknologi ramah 

lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan 

hasil. 

Hasil Pengamatan RIL di Areal PT Amindo Wana 

Persada: 

1. Perencanaan Pemanenan : 

­ Melakukan kegiatan Inventarisasi Tegakan 

Sebelum Penebangan (ITSP), untuk memberi 

tanda pohon ditebang dan pohon tidak 

ditebang 

­ dibuat perencanaan jalan sarad pada peta 

sebaran pohon skala 1 : 2.000. 

­ membuat rintisan untuk membuat jalan sarad 

­ Melakukan survey trase jalan (rencana jalan). 

­ Melakukan kegiatan PAK, yakni membuat batas-

batas blok dan petak rencana tebangan 

tahunan. 

2. Operasional Pemanenan 

Kegiatan penebangan dilakukan pada carry over 

blok RKT 2018 dan RKT 2019, kegiatan 

selanjutnya adalah penyaradan dan pengangkutan 

kayu. 

3. Tahap Pemeliharaan dan K3  

Perbaikan dan Pemeliharaan alat : 

Perbaikan peralatan berat dilakukan oleh mekanik 

dengan melakukan perawatan rutin dan perbaikan 

dengan skala prioritas. 

a. Kesehatan Camp  

Hasil observasi lapangan di lokasi Base Camp 

KM 103 dan KM 127  diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

­ Camp disuplai dengan air bersih dari sungai 

yang mengalir (untuk Km 127), sementara 

untuk Km 103 kondisi air kurang bersih, dan 

air hujan  
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­ Tidak terdapat fasilitas tambahan berupa ; 

klinik kesehatan, sarana olah raga, dan 

sarana peribadatan (masjid) 

­ Olie bekas dikumpulkan dan dimanfaatkan 

kembali (pelumas chainsaw) 

­ Spareparts bekas dikumpulkan dan disimpan 

di gudang 

b. Implementasi K3 

Terdapat implementasi K3 berupa penggunaan 

Alat Pelindung Diri (APD) untuk operator 

chainsaw dan operator tractor berupa sepatu 

boat, pakaian yang melekat, sarung tangan, 

kacamata, rompi, dan helm. 

4. Kegiatan Pasca Pemanenan Kayu : 

a. Penutupan Jalan Sarad 

Hasil Observasi lapangan : telah dibuat guludan 

dan sodetan pada jalan sarad yang memiliki 

kemiringan cukup berat, dan tidak diterapkan 

pada seluruh petak yang didalamnya terdapat 

jalan sarad yang memiliki kemiringan berat. 

b. Penutupan TPn 

Hasil observasi lapangan : 

­ Telah dilakukan penutupan quarry dengan 

topsoil dan rehabilitasi dengan penanaman 

­ Dilakukan rehabilitasi pada bekas TPn 

dengan penanaman, dan telah dilakukan 

penutupan dengan topsoil sebelum 

dilakukan penanaman 

­ Terdapat bukti realisasi kegiatan penanaman, 

yaitu : 

 Penanaman Kanan Kiri Jalan tahun 

kegiatan RKT 2019di lokasi eks blok RKT 

2017, jenis tanaman meranti dan kapur 

dengan jarak tanam 5m x 5 m 

 Penanaman Areal tanah kosong (Areal 

Non Produktif) tahun kegiatan RKT 2019di 

lokasi eks blok RKT 2017, jenis tanaman 

sungkai dan Sengon dengan jarak tanam 

5m x 5 m 

 Penanaman Pengayaan tahun kegiatan 

RKT 2019di lokasi eks blok RKT 2017, 

jenis tanaman Meranti dengan jarak 

tanam 5 x 5 m 

 Dilakukan pemeliharan jalan berupa 

pembuangan tanah longsor pada badan 

jalan 

Berdasarkan pengecekan pada saat uji petik 
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penebangan didapatkan beberapa hal sebagai 

berikut :  chainsawman menentukan arah rebah 

dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya, selain 

posisi dan bentuk pohon yang akan ditebang.  

Pohon akan diarahkan rebah sebisa mungkin 

menghindari kerusakan tegakan di sekitarnya. 

Berdasarkan wawancara dengan operator chainsaw 

(Sdr. Ipin) bahwa beliau sudah sejak kecil menjadi 

helper chainsaw sampai manjadi chainsaw man, 

keahlian menebang adalah secara autodidak.  Tidak 

mengenal isitilah reduced impact logging (RIL) tapi 

mengenal pemanenan ramah lingkungan.  Telah 

mendapatkan pengarahan dalam bentuk pelatihan 

yang dilakukan perusahaan. 

Masih banyak kegiatan RIL yang belum 

dilaksanakan, seperti : perencanaan jalan sarad pada 

peta sebaran pohon,  membuat sodetan.  

2.4.3.  

Tingkat Kerusakan 

Tegakan Tinggal 

Minimal dan 

Keterbukaan Wilayah 

D Baik 1. Berdasarkan Laporan Pemantauan Tingkat 

Kerusakan Tegakan Tinggal Akibat Kegiatan 

Penebangan Pada Areal Bekas Tebangan Blok 

RKT 2018, Oktober 2019, dapatkan nilai kerusakan 

tegakan tinggal sebesar 12,65% 

2. Sementara berdasarkan hasil uji petik didapatkan 

nilai kerusakan tegakan tinggal didapatkan 

sebesar : 13,21% 

2.4.4.  

Limbah Pemanfaatan 

Hutan Minimal 

 

CD Buruk 1. Terdapat hasil uji petik perhitungan FE 

berdasarkan perbandingan nilai LHP dengan LHC 

didapatkan nilai FE = 1,3, dengan rincian 

perhitungan sebagai berikut : 

Tahun 

RKT 

Nomor 

Petak 

Nilai Volume (m
3

) 

FE 

LHC LHP 

2018 

L.41 64,16 50,24 1,28 

L.42 38,33 31,78 1,21 

M.42 87,23 73,67 1,18 

N.41 62,41 49,75 1,25 

O.41 82,57 62,95 1,31 

Jumlah 334,7 268,39 1,25 

2. Hasil Uji Petik perhitungan FE berdasarkan nilai 

LHP dan LHC dari pohon yang ditebang, uji petik 

dari 2 pohon yang ditebang dari masing-masing 

dari petak tebangan R.34, didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

Nomor 

Pohon 
Jenis  Pohon 

Nilai Volume (m
3

) 

FE 

LHC LHP 

3044 M. Merah 4,45 5,11 1,15 

178 M. Kuning 3,36 11,25 3,34 

 N.     

Rata-rata 3,91 8,18 2,09 
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Dari kedua uji petik tersebut didapatkan nilai Fe ≥ 0,7  

(Buruk) 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (17/21) x 100% = 80,95% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 2.5. 

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / 

Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.5.1.  

Keberadaan Dokumen 

Rencana Kerja Jangka 

Pendek (RKT) yang 

Disusun Berdasarkan 

Rencana Kerja Jangka 

Panjang (RKU) dan 

Disahkan Sesuai 

Peraturan yang Berlaku 

(Dinas Prov, self 

approval) 

 

CD Baik  Terdapat persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 

sebagai berikut : 

RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Sisa Rencana 

Kegiatan RKT Tahun 2018 (Carry Over) an PT 

Amindo Wana Persada disetujui dan disahkan oleh 

Direktur Utama PT Amindo Wana Persada, melalui 

surat nomor :  008/AWP-JKT/Kpts/RKT-SA/II/2019 

tanggal 04 Pebruari 2019, dengan target produksi 

1.467 ha, 9.879 pohon serta 39.541,63 m
3
 terdiri 

dari : 

a. Blok Tebangan RKTUPHHK-HA 2019 (murni) 

terdiri dari 17 petak dengan luasan 805 hektar, 

3.255 pohon dan volume 15.050,73 m
3,
 dan 

target Pembuatan Jalan Angkutan Kayu yaitu 

jalan utama di luar blok sepanjang 1.064,65 

meter dengan volume 140,89 m
3
 (107 pohon), 

jalan utama di dalam blok sepanjang 3.708,23 

meter dengan volume 270,09 m
3
 (249 pohon), 

dan jalan cabang di dalam blok sepanjang 

6.212,63 meter dengan total volume 555,78 m
3
 

(372 pohon). 

b. Blok Tebangan RKTUPHHK-HA 2018 (Carry 

Over) terdiri dari 13 petak dengan luasan 662 

hektar, 5.171 pohon dan volume 22.180,00 m
3,
 

dan target Pembuatan Jalan Angkutan Kayu 

yaitu jalan utama di dalam blok sepanjang 

2.576,96 meter dengan volume 410,09 m
3
 (236 

pohon) dan jalan cabang di dalam blok 

sepanjang  2.844 meter dengan volume 934,05 

m
3
 (489 pohon) 

Dokumen RKTUPHHK-HA dilengkapi Buku Utama 

dan Lampirannya, Lembar Pengesahan, dan Peta 

Kerja yang disahkan oleh Direktur Utama PT 

Amindo Wana Persada. 
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2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja 

dalam Rencana Jangka 

Pendek dengan Rencana 

Jangka Panjang 

 

D Baik 1. Pada Peta Revisi RKUPHHK-HA tahun 2016 telah 

dilakukan perubahan pada Blok Tebangan 

Tahun 2019 yang semula adalah “VII” menjadi 

blok II (2013).  Terdapat pembagian blok yang 

ditebang (distempel) dan alokasi Kawasan 

Lindung seperti : Buffer Zone,  Kawasan 

Konservasi Insitu (KKI), Kawasan Pelestarian 

Plasma Nutfah (KPPN), dan Sempadan Sungai, 

serta Areal Tidak Produktif seperti : PUP dan 

Tegakan Benih.  Skala  1 : 100.000 

2. Pada peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2019, 

terdapat peta kerja yang menggambarkan areal 

yang boleh ditebang (Blok II / 2019, warna krem 

dan distempel setiap petak), dan terdapat 

alokasi Kawasan Lindung seperti : Buffer Zone, 

Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Kawasan 

Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), dan 

Sempadan Sungai, serta Areal Tidak Produktif 

seperti : PUP dan Tegakan Benih.  Skala  1 : 

100.000 

Berdasaarkan uraian diatas terdapat kesesuaian 

antara peta kerja RKUPHHK-HA dengan 

RKTUPHHK-HA. 

2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja 

Berupa Penandaan Batas 

Blok Tebangan / Dipanen 

/ Dimanfaatkan / Ditanam 

/ Dipelihara beserta Areal 

yang Ditetapkan sebagai 

Kawasan Lindung (untuk 

Konservasi/ buffer zone/ 

pelesta-rian plasma 

nutfah/religi/budaya/sara

na prasarana dan 

Penelitian & 

Pengembangan) 

 

D Baik Terdapat implementasi peta kerja berupa 

penandaan di lapangan yaitu : blok dan petak yang 

akan ditebang dan kawasan lindung atau areal 

tidak produktif. Di lapangan tanda batas blok 

RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dengan menggunakan 

metode PDF Maps dilakukan uji coba pada tanda 

batas blok dan petak dan terdapat kesesuaian 

lokasi antara data di peta dengan di lapangan. 

Untuk kawasan lindung atau areal tidak produktif, 

ditemukan areal Sempadan Sungai Len dan telah 

diuji dengan metode yang sama dan menunjukan 

kesesuaian lokasi antara peta dan lapangan 

Berdasarkan uraian tersebut bahwa terdapat 

implementasi peta kerja berupa penandaan batas 

blok tebangan / ditanam / dipelihara beserta areal 

yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. 
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2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan 

Volume Panen dengan 

Dokumen Rencana 

Jangka Pendek  

 

D Sedang Realisasi dan Rencana Tebangan / Pemanenan 

RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019 PT Amindo 

Wana Persada sebagai berikut : 

Jenis Kayu Rencana Realisasi Persen 

RKTUPHHK-HA TAHUN  2018 

Luas (Ha) 1.120 458 40,89 

Kel. Meranti  36.709,00   3.591,66   9,78  

Kel. Rimba Camp  1.801,00   7,37   0,41  

Kel. Kayu Indah   490,00   -   -    

Total  39.000,00   3.599,03   9,23  

Jumlah RKT 2018  39.000,00   3.599,03   9,23  

CO RKTUPHHK-HA TAHUN 2018 

Luas (Ha) 662 288 43,50 

Kel. Meranti  21.927,73   7.234,71   32,99  

Kel. Rimba Camp  935,29   42,05   4,50  

Kel. Kayu Indah  251,03   -   -    

Total  23.114,05   7.276,76   31,48  

RKTUPHHK-HA TAHUN  2019 

Luas (Ha) 805 275 34,16 

Kel. Meranti  2.712   3.894,76   31,51  

Kel. Rimba Camp  1.148   -   -    

Kel. Kayu Indah   115   -   -    

Total  3.975   3.894,76   24,33  

Jumlah RKT 2019  9.635   3.894,76   9,95  

Untuk RKTUPHHK-HA tahun 2018 Realisasi luas 

sebesar 40,89% (realisasi 458 ha dari rencana 

1.120 ha) dan realisasi volume sebesar 9,23% 

(realisasi 3,599,03 m3 dari rencana 29.000,00 m3), 

sehingga realisasi tebangan total <70%. 

Untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019 Realisasi s/d 

Oktober 2019, luas sebesar 38,28% (realisasi 563 

ha dari rencana 1.467 ha) dan realisasi volume 

sebesar 20,18% (realisasi 3.894,76 m3 dari rencana 

39.125,07 m3).  Terdapat stok kayu di TPn dan TPK 

Antara Hutan sejumlah ± 3.800 m3 yang belum di 

LHP-kan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (19/21) x 100% = 90,48% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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NILAI 

KINERJA 
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2.6.1.  

Kondisi Kesehatan 

Finansial  

 

CD Sedang Terdapat Laporan Keuangan yang telah diaudit 

oleh Kantor Akuntan Publik Adi Nuroni Per 31 

Desember  2018 dan Laporan Auditor Independen  

nomor : 00020/2.1144/ AU.1/01/ 1364-1/1/XI/2019 

tanggal 08 November 2019, KAP Yosua & Rekan 

Analisa Finansial berdasarkan Penilikan Ke-2 

adalah terhadap laporan keuangan yang telah 

diaudit terakhir (per 31 Desember 2018). Adapun 

hasil analisa finansial atas Laporan Keuangan Per 

31 Desember 2018 didapatkan nilai Likuiditas, 

Solvabilitas, dan Rentabilitas serta opini Kantor 

Akuntan Publik:  

- Nilai Likuiditas : Aset Lancar / Liabilitas Lancar = 

Rp. 11.921.254.556,- / Rp. 7.602.842.368,- x 

100% = 156,80% (Baik) 

- Nilai Solvabilitas :  Jumlah Aktiva / Total Liabilitas 

= Rp. 21.984.895.002,- / Rp. 20.517.590.182,- x 

100% = 107,15% (Sedang) 

- Nilai Rentabilitas : Laba Operasi / Jumlah Aktiva 

= (Rp. 176.022.000,-) / Rp. 21.984.895.002 = 

(0,80%) (Buruk) 

- Opini KAP adalah laporan keuangan menyajikan 

secara wajar, dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan PT Amindo Wana Persada 

tanggal 31 Desember 2018, dan kinerja 

keuangan serta arus kasuntuk tahun yang 

berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (Baik) 

2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana 

Yang Cukup berdasarkan 

laporan penatausahaan 

keuangan yang dibuat 

sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan 

Pemanfaatan Hutan 

Produksi (yang telah 

diaudit oleh akuntan 

publik) 

 

CD Sedang  Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit 

oleh KAP tahun 2018 (audited) didapatkan realisasi 

alokasi dana yang cukup PT Amindo Wana Persada 

Tahun 2018, didaparkan Realisasi alokasi dana 

yang cukup untuk tahun 2018 adalah sebesar 

99,44%, namun terdapat alokasi dana yang tidak 

sesuai dengan realisasi fisiknya seperti : 

pemanenan kayu. 

Tidak ditemukan dokumen RKAP tahun 2018, data 

yang data berupa rekapitulasi rencana biaya. 

2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana 

Yang Proporsional  

 

CD Buruk Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan (RKAP) tahun 2019 didapatkan 

realisasi alokasi dana yang proporsional 

didapatkan sebagai berikut : 
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 - Ketercapaian tertinggi pada kegiatan Penataan 

Areal Kerjasebesar 174,52% 

- Ketercapaian terendah pada kegiatan 

Pelaksanaan Kelola Sosial sebesar 12,26% 

- Terdapat perbedaan sebesar 162,26% 

(perbedaan > 50%) 

2.6.4.  

Realisasi Pendanaan 

Yang Lancar 

 

CD Sedang Berdasarkan realisasi RKAB tahun 2019 sampai 

dengan bulan Oktober 2019 terlihat seluruh 

kegiatan melebihi 100% kecuali kewajiban kepada 

Lingkungan dan sosial serta sarana & prasarana, 

hal ini menunjukkan dukungan dana yang baik dan 

lancar. 

Berdasarkan wawancara dengan Manajemen 

bahwa kebutuhan dana diajukan dulu ke Direksi 

dan apabila Direksi menyetujui maka kegiatan 

dapat dilaksanakan.  Pada umumnya untuk 

kegiatan teknis kehutanan dan biaya operasional 

pendukungnya pendanaan lancar. 

Selain itu pula realisasi kegiatan produksi yang 

tidak mencapai 50%, serta terdapat carry over 

target produksi menunjukkan perusahaan tidak 

dapat menyelesaikan kegiatan sesuai dengan tata 

waktunya. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan 

TPTI di lapangan pada RKT 2018 telah mencapai 

82,64% 

Secara umum realisasi biaya kegiatan teknis 

kehutanan berjalan lancar, namun sebagian tidak 

sesuai dengan tata waktunya. 

2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

 

D Sedang Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah 

diaudit tahun 2018 didapatkan Modal yang 

ditanamkan (kembali) ke hutan sebagai 

berikut : 

- Rencana Biaya Rp. 140.540.000,- 

- Realisasi Biaya Rp. 100.256.000,- 

- Ketercapaian 71,34% 

Realisasi Modal yang ditanamkan (kembali) ke 

hutan untuk tahun 2018 sebesar 71,34% (60-80%) 
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2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman/ Pembinaan 

Hutan 

 

 

CD Sedang Berdasarkan hasil telaah pada dokumen Laporan 

Bulanan TPTI Periode bulan Desember 2018 dan 

Oktober 2019 PT Aditya Kirana Mandiri didapatkan 

data realisasi kegiatan fisik penanaman / 

pembinaan hutan pada RKTUPHHK-HA tahun 2018 

dan 2019, sebagai berikut : 

Jenis Kegiatan Rencana Realisasi % 

TPTI       

Pengadaan Bibit  58.000   37.600   64,83  

PenanamanPengayaa  139,83   106,09   75,87  

Pemeliharaan Tanaman 

Pengayaan  
 128,77   106,37   82,60  

Non TPTI    

Penanaman Kanan Kiri 

Jalan 
 20,00   17,00   85,00  

Penanaman Tanah 

Kosong 
 40,00   34,86   87,15  

Pemeliharaan Tana-

man Kanan Kiri Jaln 
 20,00   19,20   96,00  

Pemeliharaan Tana-

man Tanah Kosong 
 40,00   34,80   87,00  

Pencapaian realisasi kegiatan pembinaan hutan 

tahun 2018 rata-rata dari 7 (tujuh) kegiatan adalah 

82,64% 

Data untuk tahun 2019 tidak lengkap. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (13/21) x 100% = 61,90% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Halaman 36 dari 71 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

C. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.1. 

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1 

Luasan kawasan 

dilindungi 

D Baik - Luas kawasan lindung yang ada dalam 

areal PT. AWP telah dirinci dalam beberapa 

dokumen antara laindokumen RKL, dan 

RPL (1999) yang telah disetujui oleh 

Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Pusat 

AMDAL Dephutbun, No: 1767/Menhutbun-

II/99 tanggal 14 Oktober 1999, dengan luas 

areal kajian sebesar 39.938 ha dengan luas 

total areal kawasan lindung sebesar 8.868 

ha, dokumen RKUPHHK-HA tahun 2012 

periode 2012-2021 yang telah disahkan 

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 

No.SK.40/BUHA-2/2012 tanggal 24 April 

2012 dengan luas total areal kawasan 

lindung sebesar 6.528 ha, dan dokumen 

revisi RKUPHHK-HA tahun 2019 periode 

2012-2021 yang telah disahkan 

berdasarkan Keputusan Menteri LHK 

No.SK.6064/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 

2019 dengan luas total areal kawasan 

lindung sebesar 8.171 ha. Guna keperluan 

operasinal lapangan terkait pengelolaan 

KL, terdapat SK Direktsi PT. AWP No. 

061/AWP-DIR/JKT/IX/2019 tanggal 4 

September 2019 tentang penetapan 

kawasan lindung di areal PT. AWP 

- Hasil uji petik lapangan di areal kawasan 

lindung sempadan Sungai Lamcin pada 

posisi koordinat sekitar N 01
0

53’28” dan 

E 116
0

37’33”, sempadan Sungai Talkin 

pada posisi koordinat sekitar N 01
0

57’36” 

dan E 116
0

28’43”, kawasan belereng E 

pada posisi koordinat sekitar N 01
0

55’37” 

dan E 116
0

31’58”, dan areal KPPN pada 

posisi koordinat sekitar N 01
0

52’05” dan 

E 116
0

32’25”, menunjukkan bahwa 

kawasan lindung ada di lapangan dan 

ditemukan kesesuaian lokasi geografis 

areal kawasan lindung dengan dokumen 

RKU dan sesuai dengan kondisi biofisiknya 

3.1.2 

Penataan kawasan 

D Baik Prosentase batas kawasan lindung yang 

sudah di tata batas dan ditandai di lapangan 
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dilindungi (persentase 

yang telah ditandai, tanda 

batas dikenali) 

 

sampai dengan saat ini (2019) adalah 

sepanjang 102,97 km (93,07%)dari yang 

seharusnya sesuai dengan perkembangan 

blok RKT yakni sepanjang 110,75 km 

3.1.3 

Kondisi penutupan 

kawasan dilindungi 

 

D Baik - Terdpat Peta Penutupan hasil penafsiran 

citra landsat yang baru yakni komposi citra 

sentinel 2A band 11.8A.5 scene id T50NMH 

liputan tanggal 6 April dan 11 Januari 2019 

Skala 1:100.000 dengan total tutupan awan 

seluruh areal kerja sebesar 8.3%, dan telah 

diperiksa oleh Dirjen Planologi Kehutanan 

dan Tata Lingkungan Cq. Direktorat IPSDH 

berdasarkan surat No. S.529/IPSDH-2/2019 

tanggal 07 Oktober 2019 

- Berdasarkan hasil perbandingan antara 

Peta Revisi RKU 2019 dan Peta penafsiran 

citra landsat yang baru yakni komposi citra 

sentinel 2A band 11.8A.5 scene id T50NMH 

liputan tanggal 6 April dan 11 Januari 2019 

Skala 1:100.000, dengan kenyataan luas 

total seluruh areal kerja PT. AWP yang 

memiliki penutupan yang tidak berhutan 

berupa belukar muda dan semak sejumlah 

686 ha (dengan asumsi bahwa hasil 

interpretasi citra landsat berupa tertutup 

awan diprediksi sesuai dengan tutupan 

lahan yang ada disekitarnya), serta dengan 

membandingkan dengan luas total areal 

kawasan lindung sebesar 8.171 ha, maka 

dapat diprediksi bahwa luas areal kawasan 

lindung yang masih berhutan paling sedikit 

adalah seluas 7.485 ha (91,60%) 

3.1.4 

Pengakuan para pihak 

terhadap kawasan 

dilindungi 

 

CD Baik - PT. AWP telah melakukan sosialisasi akan 

keberadaan kawasan lindung dalam 

arealnya terhadap 2 desa binaannya, yakni 

desa Long Lamcin dan Desa Long Suluy 

- Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi 

lapangan, tidak ditemukan adanya 

gangguan terhadap areal kawasan lindung 

berupa ladang ataupun kebun masyarakat 

3.1.5 

Laporan pengelolaan 

kawasan lindung hasil tata 

ruang areal/land scaping 

sesuai RKL/RPL 

D Baik PT. AWP telah membuat laporan 

pengelolaan kawasan lindung yang 

mencakup seluruh jenis kawasan lindung 

yang ada di arealnya, yakni pengelolaan 

sempadan sungai, pengelolaan BZ-HL G. 

Kong Kemol, pengelolaan areal lereng 
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BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

 >40%, dan pengelolaan areal KPPN 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (27/27) x 100% = 100,0 % 

Nilai Kinerja Indikator Baik 

 

INDIKATOR 3.2. 

Perlindungan dan pengamanan hutan 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis 

gangguan yang ada 

 

D Baik PT. AWP telah memiliki beberapa SOP terkait 

perlindungan dan pengamanan hutan yang 

mencakup seluruh jenis-jenis gangguan yang 

ada di arealnya. SOP yang ada juga telah 

disesuaikan dengan peratuan yang belaku 

3.2.2 

Sarana prasarana 

perlindungan gangguan 

hutan 

 

D Sedang PT. AWP telah memiliki sarana prasaran 

perlindungan hutan, baik sarana satpamhut 

maupun sarana dalkarhutla, namun 

khususnya untuk sarana prasarana 

dalkarhutla jumlahnya belum sepenuhnya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni 

Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 

tentang pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan 

3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

 

D Sedang - PT. AWPtelah memiliki SDM perlindungan 

hutan namun belum sepenuhnya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Terdapat 

personil Satpam sebanyak 5 (lima) orang 

(tiga orang diantaranya telah memiliki 

sertifikat satpam),1 (satu) regu inti 

Damkarhutla dengan jumlah personil regu 

inti sebanyak 15 (lima belas) orang (2 orang 

diantaranya telah memiliki sertifikat damkar), 

dan satu regu pendukung berjumlah 12 (dua 

belas) orang 

- Lebih jauh, PT. AWP belum membentuk regu 

perbantuan (MPA-Masyarakat Peduli Api) 

dalam rangka mendukung kegiatan 

pencegahan dan pengendalian kebakaran 

hutan dan lahan 

3.2.4 

Implementasi 

perlindungan gangguan 

D Sedang (a) PT. AWP telah melakukan kegiatan 

perlindungan hutan dan 

diimplementasikan melalui tindakan 
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INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

 

tertentu (preemptif/preventif/represif) 

tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan 

Permen LHK No. P.32 tahun 2016 

tentang Pengendalian Kebakaran Hutan. 

Hal-hal yang masih kurang dan/atau 

belum dilakukan antara lain (a) telah 

menyediakan sarana prasarana 

perlindungan hutan, yang terdiri dari 

sarana damkarhut dan sarana satpam, 

walau belum sepenuhnys terpenuhi, 

(b) telah menyediakan personil 

perlindungan hutan (personil satpam 

serta personil Damkarhut), walau belum 

sepenuhnyaterpenuh, (c) PT. AWPbelum 

sepenuhnya melakukan pelaporan 

upaya dalkarhutla sesuai dengan 

Perdirjen PPI No. P.8 tahun 2018 (hanya 

terdapat Laporan Bulanan dalkarhutla 

untuk bulanMei dan Juni 2019 yang 

dibuat pertengahan Juli 2019, sementara 

Laporan Tahunan dalkarhutla belum 

dibuat), (d) BA sosialisasi terkait 

dalkarhutla belum dilengkapi dengan 

foto-foto pelaksanaan kegiatan dan 

daftar hadir, (e) PT. AWP belum 

membentuk regu perbantuan (MPA) 

dalam rangka mendukung upaya 

pencegahan dan pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (18/24) x 100% = 75,00% 

Nilai Kinerja Indikator Sedang 

 

INDIKATOR 3.3. 

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air AkibatPemanfaatan Hutan 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah & air 

 

D Sedang PT. AWP telah memiliki prosedur 

pengelolaan dan pemanauan terhadap 

sebagian dampak terhadap tanah dan air 

akibat pemanfaatan hutan. SOP yang belum 

tersedia dan/atau masih kurang berdasarkan 

dokumen perencanaan dan/atau peraturan 

yang berlaku,antara lain (a) SOP terkait 

pemantauan erosi. Terdapat SOP 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Pengelolaan kesuburan tanah yang 

didalamnya juga membahas sedikit tentang 

perhitungan laju erosi, metode bak ukur 

namun tidak lengkap, (b) SOP terkait 

pemantauan kesuburan tanah, dan (c) SOP 

terkait pemantauan iklim mikro 

3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

 

D Sedang PT. AWP telah meiliki sarana pengelolaan 

dan pemantauan dampak tetapi belum 

sepenuhnya sesuai dengan dokumen 

perencanaan, peraturan yang berlaku, 

dan/atau SOP yang ada. Sarana yang masih 

kurang antara lain, (a) PT. AWP belum 

memiliki izin TPS limbah dari instansi terkait, 

(b) belum memiliki sarana pemantauan iklim 

mikro, (c) belum memiliki sarana 

pemantauan sedimentasi, (d) penempatan 

sarana Ombrometer masih terlalu dekat 

dengan bangunan camp 

3.3.3 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

D Baik PT. AWP telah memiliki personil pengelolaan 

dan pemantauan dampak, dengan jumlah 

GanisPHPL BINHUT telah sesuai dan telah 

memenuhi jumlah minimal yang 

dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku 

 

3.3.4 

Rencana dan 

implementasi pengelolaan 

dampak terhadap tanah 

dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

 

D Sedang - PT. AWP telah memilikidokumen rencana 

pengelolaan dampak yakni RKL (1999) dan 

revisi RKU (2019) dan 

sudahdiimplementasikan sebagian. 

Kegiatan yang belum dan/atau masih 

kurang dilakukan antara lain (a) PT. AWP 

belum memiliki ijin TPS limbah dari instansi 

terkait, (b) TPA di basecamp km 103 masih 

berupa satu lubang, (c) Lantai dasar 

bengkel di basecamp km 103 sudah di 

beton dan kedap air, dan sudah dilengkapi 

dengan oiltrap, namun posisi oiltrap masih 

dapat dipenuhi oleh air hujan, sehingga 

dapat meluap ke area sekitarnya, 

(d) bangunan rumah genset lantainya 

sudah dibeton dan kedap, namun belum 

dilengkapi dengan oil trap sehingga 

ceceran oli dan/atau bbm masih mengalir 

bebas keluar dari rumah genset, dan (e) di 

tempat penyimpanan dan pengisian bbm, 

dibagian tempat pengeluaran bbm 

lantainya juga sudah dibeton dan kedap, 

dan sudah dilengkapi dengan wadah 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

penangkap ceceran bbm, namun di sekitar 

nozle tempat pendistribusian bbm masih 

banyak ditemukan adanya ceceran bbm di 

atas tanah 

3.3.5 

Rencana dan 

implementasi 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

 

D Sedang PT. AWP telah memiliki dokumen rencana 

pemantauan dampak yakni RPL (1999) dan 

revisi RKU (2019) dan 

sudahdiimplementasikan sebagian. Kegiatan 

Yang belum dan/atau masih kurang 

dilakukan antara lain (a) pemantauan iklim 

mikro, dan (b) pemantauan sedimentasi 

sebagaimana direkomendasikan dalam 

dokumen RPL (1999) 

3.3.6 

Dampak terhadap tanah 

dan air 

 

D Sedang - Secara umum, berdasarkan hasil observasi 

lapangan diketahui bahwa PT. AWP telah 

melakukan pengelolaan limbah domestik 

maupun pengelolaan limbah B3 dengan 

cukup baik, namun masih terdapat 

beberapa kekurangan, antara lain (a) telah 

tersedia tempat-tempat sampah dari 

drum/papan yang dibuat double 

berdampingan dengan cat berbeda (hijau- 

untuk sampah organik, merah-untuk 

sampah anorganik, dan hitam-untuk 

sampah LB3), namun ditemukan masih 

banyak sampah anorganik dalam drum 

tempat sampah organik, (b) terdapat TPA 

di basecamp km 103 namun masih berupa 

satu lubang, tetapi TPA di camp produksi 

km 127 sudah berupa dua buah lubang 

untuk sampah organik dan sampah 

anorganik, (c) lantai dasar bengkel di 

basecamp km 103 sudah di beton dan 

kedap air, dan sudah dilengkapi dengan 

oiltrap, namun posisi oiltrap masih dapat 

dipenuhi oleh air hujan, sehingga jika 

penuh, dapat meluap ke area sekitarnya, 

(d)  bangunan rumah genset, lantainya 

sudah dibeton dan kedap, namun belum 

dilengkapi dengan oil trap sehingga 

ceceran oli dan/atau bbm masih mengalir 

bebas keluar dari rumah genset, dan 

(e) tempat penyimpanan dan pengisian 

bbm, dibagian tempat pengeluaran bbm 

lantainya juga sudah dibeton dan kedap, 

dan sudah dilengkapi dengan wadah 

penangkap ceceran bbm, namun disekitar 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

nozle tempat pendistribusian bbm masih 

banyak ditemukan adanya ceceran bbm di 

atas tanah 

- Hasil pemantauan erosi tanah selama 

tahun 2019 diperoleh laju erosi tanah 

sebesar 10 ton/ha/thn. Dengan asumsi 

kedalaman solum tanah di areal PT. AWP 

bervariasi dari sekitar 50 cm s.d lebih dari 

150 cm, maka laju erosi tersebut tergolong 

kedalam kelas laju erosi sedang sampai 

dengan kelas laju erosi sangat berat 

- Kesimpulan auditor, adalah terdapat 

indikasi terjadinya dampak yang besar dan 

penting terhadap tanah dan air akibat 

kegiatan pengelolaan hutan yang 

dilakukan PT. AWP namun ada upaya 

pengelolaan dampak yang sudah 

dilakukan sesuai ketentuan 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (26/36) x 100% = 72,22% 

Nilai Kinerja Indikator Sedang 

 

INDIKATOR 3.4. 

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka(endangered), 

Jarang (rare), Terancam Punah (threatened) danEndemik 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1 

Ketersediaan prosedur 

identifikasi flora dan fauna 

yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam 

punah dan endemik 

mengacu pada 

perundangan/ peraturan 

yang berlaku 

 

D Sedang PT. AWP telah memilikiSOP Identifikasi 

Flora(No. C12/SOP-AWP/2019, revisi ke-03, 

tanggal 12/04/2019) dan SOP Identifikasi 

Satwa Liar(No. C13/SOP-AWP/2019, revisi ke-

03, tanggal 13/04/2019). Kedua SOP ini baru 

mengacu ke PP No. 7 tahun 1999 dan Permen 

LHK No. P92/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2018, 

tetapi belum mengacu ke Permen LHK No. 

P.106 tahun 2018, IUCN Redlist, dan Appendix 

CITES 

3.4.2 

Implementasi kegiatan 

identifikasi 

 

D Sedang Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi 

yang sudah dilakukan oleh PT. AWP terekam 

dalam beberapa dokumen, seperti 

(a) dokumen Dampak Penting Pada Saat 

Penyusunan RKL-RPL (1999), (b) Risalah seri 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Plasma Nutfah: Inventarisasi flora dan fauna 

plot plasma nutfah, tahun 2009, (c) Laporan 

pembuatan KPPN, Desember 2017, 

(d) Laporan hasil identifikasi flora fauna tahun 

2017, dan (e) Laporan hail identifikasi flora 

fauna, tahun 2019. Hasil kegiatan terbaru 

identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 

telah dirinci berdasarkan status 

perlindungannya menurut peraturan yang 

berlaku saat kegiatan dilaksanakan, seperti PP 

7/1999, PermenLHK No. P.106/2018, tingkat 

kerawanannya menurut IUCN Redlist, dan 

aturan perdagangannya menurut Appendix 

CITES, , namun belum dirinci menurut sifat 

endemiknya 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (8/12) x 100% = 66,67% 

Nilai Kinerja Indikator Sedang 

 

INDIKATOR 3.5. 

Pengelolaan Flora untuk: 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, danbagian yang tidak 

rusak 

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang,langka dan 

terancam punah dan endemik 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.5.1 

Ketersedian prosedur 

pengelo-laan flora yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan 

yang berlaku 

 

D Sedang PT. AWP telah memilikiprosedur terkait 

pengelolaan flora, namun SOP pengelolaan 

flora masih bersifat umum, dengan kata lain 

pengelolaan flora yang akan dilakukan 

belum berbasis pada jenis flora dilindungi 

berdasarkan hasil identifikasi 

3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai 

dengan 

yangdirencanakan 

 

D Sedang PT. AWP baru melakukan sebagian dari 

bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora 

dilindungi yang ada dalam SOP. Kegiatan 

pengelolaan yang masih kurang dan/atau 

belum dilakukan antara lain, seperti 

(a) melakukan pembinaan habitat untuk 

menjaga keberadaan populasi flora 

dilindungi berada dalam keseimbangan 

dengan daya dukung habitatnya, 

(b) melakukan tindakan penyelamatan jenis 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

flora dilindungi yang terancam bahaya 

kepunahan yang masih ada di habitatnya 

melalui pengembangbiakan, pengobatan, 

pemeliharaan dan/atau pemindahan dari 

habitatnya ke habitat di lokasi lain, 

(c) melakukan pengkajian, penelitian, dan 

pengembangan jenis flora dilindungi, dan 

(d) sebagian besar kegiatan pengelolaan 

flora dilindungi diluar habitatnya (ex-situ) 

3.5.3 

Kondisi spesies flora 

dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan 

terancam punah dan 

endemik 

 

D Baik - Berdasarkan hasil observasi lapangan dan 

posisi letak areal PT. AWP, diketahui 

bahwa areal kerja PT. AWP termasuk aman 

dari berbagai jenis gangguan yang ada, 

kecuali ladang-ladang masyarakat lokal 

yang ada di sekitar jalan angkutan km 104 

s.d km 106 yang merupakan areal APL 

yang telah dikeluarkan dari areal 

pengelolaan PT. AWP 

- Kesimpulan auditor, adalah tidak terdapat 

gangguan yang berarti terhadap kondisi 

species flora dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah dan endemik 

yang terdapat di areal pemegang izin 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (14/18) x 100% = 77,78% 

Nilai Kinerja Indikator Sedang 

 

INDIKATOR 3.6. 

Pengelolaan Fauna untuk: 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 

rusak 

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.6.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan 

yang berlaku, dan 

tercakup kegiatan 

perencanaan, pelaksana, 

D Sedang PT. AWP telah memilikiprosedur terkait 

pengelolaan fauna, namun SOP 

pengelolaan fauna masih bersifat umum, 

dengan kata lain pengelolaan fauna yang 

akan dilakukan belum berbasis pada jenis 

fauna dilindungi berdasarkan hasil 

identifikasi 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

kegiatan, dan 

pemantauan) 

 

3.6.2 

Realisasi pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan 

fauna sesuai dengan yang 

direncanakan 

 

D Sedang PT. AWP baru melakukan sebagian dari 

bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna 

dilindungi yang ada dalam SOP. Kegiatan 

pengelolaan yang masih kurang dan/atau 

belum dilakukan antara lain, seperti 

(a) melakukan pembinaan habitat untuk 

menjaga keberadaan populasi fauna 

dilindungi berada dalam keseimbangan 

dengan daya dukung habitatnya, 

(b) melakukan tindakan penyelamatan 

jenis fauna dilindungi yang terancam 

bahaya kepunahan yang masih ada di 

habitatnya melalui pengembangbiakan, 

pengobatan, pemeliharaan dan/atau 

pemindahan dari habitatnya ke habitat di 

lokasi lain, (c) melakukan pengkajian, 

penelitian, dan pengembangan jenis fauna 

dilindungi, dan (d) sebagian besar kegiatan 

pengelolaan fauna dilindungi diluar 

habitatnya (ex-situ) 

3.6.3 

Kondisi species fauna 

dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan 

terancam punah dan 

endemik 

 

D Baik - Berdasarkan rekaman audit sebelumnya 

diketahui bahwa hasil wawancara auditor 

sosial dengan masyarakat Dusun Long 

Ikkian Kampung Long Suluy, diketahui 

bahwa masyarakat lokal masih biasa 

melakukan kegiatan berburu, dan hewan 

yang biasa mereka peroleh adalan babi 

dan rusa. Adapun kegiatan berburu 

hanya dilakukan di saat-saat tertentu saja, 

misalnya kebutuhan untuk hari raya dan 

hanya dilaksanakan untuk mencukupi 

kebutuhan sendiri dan tidak untuk tujuan 

komersil 

- Lebih jauh, berdasarkan hasil telaah 

dokumen diketahui bahwa areal PT. AWP 

ini disepanjang batas areal sebelah Barat 

dan Barat Daya dari ujung paling utara 

sampai ujung paling selatan berbatasan 

langsung dengan Hutan Lindung Gunung 

Kong Kemul, sehingga pergerakan satwa-

satwa dapat lebih bebas dan luas ke arah 

batas BZ-HL G. Kong Kemol sampai 

masuk ke arah areal Hutan Lindung ini 



 
 

Halaman 46 dari 71 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

- Berdasarkan hasil observasi lapangan 

dan posisi letak areal PT. AWP, diketahui 

bahwa areal kerja PT. AWP termasuk 

aman dari berbagai jenis gangguan yang 

ada, kecuali ladang-ladang masyarakat 

lokal yang ada di sekitar jalan angkutan 

km 104 s.d km 106 yang merupakan 

areal APL yang telah dikeluarkan dari 

areal pengelolaan PT. AWP 

- Kesimpulan auditor adalah tidak terdapat 

gangguan atau terdapat gangguan yang 

tidak berarti terhadap kondisi species 

fauna dilindungi dan/atau jarang, langka 

dan terancam punah dan endemik yang 

terdapat di areal pemegang izin 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (14/18) x 100% = 77,78% 

Nilai Kinerja Indikator Sedang 
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D. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.1. 

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan 

masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat. 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Ketersediaan 

dokumen/laporan 

mengenai pola penguasaan 

dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-

hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat, dan 

rencana pemanfaatan SDH 

oleh pemegang izin 

 

 

D 

 

Sedang 

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT 

AWP yang tersedia, data dan dokumen yang ada 

belum memberikan informasi yang lengkap terkait 

pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, serta identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat, kegiatan yang masih dilakukan oleh 

masyarakat sekitar di areal PT AWP adalah 

memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu seperti 

berburu, mencari madu, mencari Rotan, mencari 

Ikan dan mencari emas di sungai Kelay dan anak 

sungai, akan tetapi PT AWP belum memiliki 

dokumen/laporan terkait aktivitas masyarakat di 

sekitar areal (seperti pemanfaatan HHNK, mencari 

emas, berburu dll.) dan tempat-tempat penting 

yang dipertahankan oleh masyarakat sekitar (Hutan 

Adat/hutan bersejarah) yang berada di areal PT 

AWP 

Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh  

PT AWP dituangkan dalam dokumen Revisi 

RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021, RKTUPHHK-

HA Tahun 2019 dan rencana dibidang kelola sosial 

dituangkan dalam Rencana Operasional 

PMDH/Kelola Sosial Tahun 2019. 

4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas /rekon-

struksi batas kawasan 

secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas 

kawasan 

 

 

CD 

 

Baik 

PT  AWP telah memiliki mekanisme penataan 

batas/rekonstruksi batas kawasan secara 

partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan 

yang disepakati para pihak yang lengkap tertuang 

dalam SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi 

dengan Kawasan Komunitas Setempat, SOP 

Penyelesaian Klaim Masyarakat Desa, SOP 

Resolusi Konflik dengan Masyarakat Desa dan SOP 

Mekanisme Penyelesaian Konflik Tata Batas (SOP 

tersebut merupakan hasil revisi yang ke-3 dari SOP 

sebelumnya terdapat penyempurnaan pada sistem 

penomoran dan updating referensi terhadap 

peraturan terbaru). 

PT AWP telah mengimplementasikan mekanisme 

tersebut pada Kegiatan Penataan Batas Hutan Adat 

Kampung Long Suluy di Blok RKT 2019 secara 

Partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan 

yang ada di lapangan. 

4.1.3. 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat 

dan masyarakat setempat 

 

D 

 

 

Baik 

PT AWP telah memiliki mekanisme terkait 

pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat 

dan masyarakat setempat dalam perencanaan 

pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas 

tertuang dalam SOP Identifikasi Ladang 
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KINERJA 
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dalam perencanaan 

pemanfaatan SDH 

 

Masyarakat, SOP Penandaan Makam dan Tempat 

Religi, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat 

Adat, SOP  Meningkatkan  Akses Masyarakat 

Terhadap Hutan, SOP  Pemanfaatan Hasil Hutan 

Non Kayu dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan 

Masyarakat (SOP tersebut merupakan hasil revisi 

yang ke-3 dari SOP sebelumnya terdapat 

penyempurnaan pada sistem penomoran dan 

updating referensi terhadap peraturan terbaru). 

Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, SOP – SOP 

tersebut telah mengakomodir pengakuan terhadap 

Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam perencanaan 

pemanfataan SDH. 

4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja 

unit manajemen dengan 

kawasan kehidupan 

masyarakat 

 

 

CD 

 

Sedang 

Berdasarkan Peta Wilayah Batas Kampung Long 

Suluy dan Long Lamcin dalam Areal PT AWP skala 

1 : 100.000, terdapat informasi terkait Hutan Adat 

Kampung Long Suluy seluas 197,45 Ha dan telah 

dilakukan penataan batas secara partisipatif 

dituangkan dalam BA Batas Partispatif Hutan Adat 

Kampung Long Suluy di Blok RKT 2019 dilengkapi 

Peta skala 1:50.000 pada tanggal 25 Agustus 2019. 

PT AWP telah menyusun Laporan Deliniasi 

Identifikasi Kegiatan Non Kehutanan di arael Kerja 

PT AWP dan Peta Deliniasi Identifikasi Ladang 

Masyarakat Tahun 2019 PT AWP Skala 1 : 25.000 

terdapat informasi Ladang masyarakat Long 

Lamcin seluas 12,83 Ha, namun dalam laporan 

tersebut belum dirinci luas dan pemilik ladang, 

serta belum  dilakukan penataan batas 

partisipatifnya. 

PT AWP telah melakukan identifikasi terhadap 

sebagian lokasi perladangan masyarakat Long 

Lamcin, sedang lokasi perladangan yang dilakukan 

masyarakat Kampung Long Suluy (Dusun Long 

Ikian) yang berada di tepi Sungai Pelay masih 

belum dilakukan identifikasi dan penataan batasnya 

.  

Hasil pengecekan lapangan pada Batas Partisipatif 

Hutan Adat/Hutan Sejarah Kampung Long Suluy 

dengan koordinat N = 01⁰ 55’ 59,2” dan E = 116⁰ 

32’ 13,2”, terdapat rintisan dan tanda silang (“X” ) 

pada pohon dengan cat warna merah dan putih 

yang artinya tidak boleh ditebang. 

PT AWP memiliki sebagian bukti terkait luas dan 

batas areal dengan batas kawasan yang dimiliki 

oleh masyarakat setempat/adat. 

4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas 

areal kerja IUPHHK/KPH 

 

CD 

 

Baik  

Selama Periode Penilikan ke-2, PT AWP dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya telah 

mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak 

pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan 
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 pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya 

RKUPHHK-HA & RKTUPHHK-HA PT AWP, serta 

terdapat dukungan dan Kesepakatan dengan 

masyarakat sekitar areal terkait kegiatan 

operasional PT AWP tertuang dalam Rencana Kerja 

Kesepakatan Antara Masyarakat Long Lamcin dan 

PT AWP dalam Penyelesaian Permasalahan Kedua 

belah Pihak dan Pengelolaan Hutan Lestari Secara 

Kolaboratif, tanggal 31 Desember 2017 dan 

terdapat Berita Acara Kesepakatan RKT 2019 

antara Pihak Perusahaan (PT AWP) dengan 

Kampung Long Suluy dan Long Ikian tanggal 11 

April 2019 serta PT AWP telah melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal 

sebelum melakukan operasionalnya, terdapat bukti 

Berita Acara Sosialisasi dilengkapi daftar hadir dan 

foto dokumentasi. 

Pada areal PT AWP masih terdapat potensi konflik 

terkait klaim lahan dan tanah adat di areal kerjanya, 

akan tetapi sejauh ini permasalahan yang ada 

masih dapat dikelola dengan baik. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 
( 18 /21) x 100 % = 85,71 % 

Nilai Kinerja Indikator 
BAIK 

 

INDIKATOR 4.2. 

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

sesuai  dengan peraturan 

perun-dangan yang 

relevan/berlaku 

 

 

D 

 

Baik 

PT AWP memiliki dokumen yang lengkap terkait 

tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai 

dengan peraturan perundangan yang 

berlaku/relevan yang lengkap tertuang dalam SK 

IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 - 

2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2019, Rencana 

Opersional PMDH/Kelola Sosial, Realisasi  PMDH 

PT AWP Tahun 2019  (s.d  bulan Oktober 2019) 

dan Bukti Pembayaran Fee Kubikasi Kayu kepada  

masyarakat sekitar (Kampung Long Suluy dan 

Long Lamcin) serta Berita Acara Serah Terima 

kegiatan kelola sosial/CSR lainnya. 

4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban 

sosial pemegang izin 

terhadap masyarakat 

 

 

D 

 

Baik 

PT AWP memiliki mekanisme terkait pemenuhan 

kewajiban sosial pemegang izin terhadap 

masyarakat legal dan lengkap tertuang dalam 

SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP 

Pemberdayaan Masyarakat, SOP Mekanisme 

Distribusi Insentif Masyarakat Desa, SOP 

Distribusi Manfaat dan SOP Pembuatan Perjanjian 
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KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dengan Masyarakat (SOP tersebut merupakan 

hasil revisi yang ke-3 dari SOP sebelumnya dan 

terdapat penyempurnaan pada sistem 

penomoran dan updating referensi terhadap 

peraturan terbaru). 

Sedang implementasinya dalam bentuk kegiatan 

Kelola Sosial/PMDH, Rekruitment Tenaga Kerja 

Lokal, Pembuatan kesepakatan antara 

perusahaan dengan masyarakat sekitar, 

Pembayaran Fee Kubikasi Kayu dan Bantuan-

bantuan lain kepada masyarakat sekitar. 

4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak 

dan kewajiban pemegang 

izin terhadap masyarakat 

dalam mengelola SDH 

 

 

D 

 

Baik 

Pada periode Penilikan ke-2, hasil telaahan 

terhadap dokumen memiliki bukti yang lengkap 

terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai 

hak dan kewajiban Perusahaan kepada 

masyarakat dalam mengelola Sumber Daya 

Hutan tertuang dalam : 

1. BA Sosialisasi PT AWP ke Kampung Long 

Lamcin dalam menjalankan Perhutanan 

Sosial Skema Kemitraan Kehutanan Tanggal 

16 November 2018 

2. Berita Acara Kesepakatan RKT 2019 antara 

Pihak Perusahaan (PT AWP) dengan 

Kampung Long Suluy dan Long Ikian tanggal 

11 April 2019 

3. BA Sosialisasi Blok Tebangan RKT 2019 PT 

AWP di Kampung Long Suluy, Kec. Kelay 

tanggal 29 April 2019 (dilengkapi daftar hadir) 

dan BA Sosialisasi Hak dan Kewajiban PT 

AWP di Kampung Long Suluy, Kec. Kelay 

tanggal 29 April 2019 (dilengkapi daftar hadir), 

Lokasi Blok RKT Tahun 2019 di wilayah 

Kampung Long Suluy. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat desa 

sekitar areal (Desa Long Ikian dan Long Lamcin) 

diperoleh informasi bahwa wakil masyarakat 

membenarkan adanya sosialisasi dari PT AWP di 

kampungnya sebelum perusahaan melakukan 

kegiatan operasional. 

4.2.4. 

Realisasi pemenuhan 

tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat 

/implementasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat 

setempat dalam 

pengelolaan SDH 

 

 

D 

 

Baik 

PT AWP memiliki bukti realisasi pemenuhan 

tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ 

implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan 

SDH yang lengkap tertuang dalam Berita Acara 

Serah Terima Pembayaran Fee Kubikasi Kayu 

(sesuai kesepakatan), Bantuan BBM (solar & Oli), 

Bantuan kesehatan & pengadaan air bersih, 

Bantuan Transportasi Masyarakat ke Ibukota 

Kabupaten dan Penyambungan Listrik dari Camp 

KM 103 (untuk Kampung Long Lamcin), serta 

kegiatan kelola sosial lainnya. 
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4.2.5. 

Ketersediaan 

laporan/dokumen terkait 

pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

 

 

D 

 

Sedang  

PT AWP memiliki dokumen terkait pelaksanaan 

tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk 

ganti rugi yang tertuang dalam Realisasi Kegiatan 

PMDH/Kelola Sosial Tahun 2019 dilengkapi 

dengan Bukti Berita Acara Serah Terima/Kuitansi 

maupun bukti lainnya, Bukti Pembayaran Sewa 

Tanah untuk Base Camp PT AWP di KM 103-104 

dan TPK Antara di Km 74, Kompensasi Uang 

Debu kepada masyarakat Kampung Batu Rajang 

dan BAST Pembayaran Fee Kubikasi Kayu untuk 

desa Long Suluy dan Long Lamcin  

Hasil Telaahan terhadap dokumen yang tersedia, 

PT AWP belum membuat Laporan Realisasi 

Kegiatan PMDH/Kelola Sosial secara Periodik 

(semesteran) yang dilaporkan kepada instansi 

terkait dan dilengkapi bukti tanda terima.    

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 
(28/30 ) x 100% = 93,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 4.3. 

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.3.1. 

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang 

terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH 

 

 

D 

 

Sedang 

PT AWP memiliki sebagian data dan informasi 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh 

oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam 

dokumen Revisi RKUPHH-HT Periode Tahun 2012 – 

2021 (Tahun 2019), Laporan Pemetaan Sosial dan 

Resolusi Konflik PT AWP (Tahun 2019), BAST 

Kegiatan Sosial Tahun 2019 dan Laporan Tenaga 

Kerja Tahun 2019, akan tetapi belum terdapat 

informasi terkait dengan dampak yang timbul akibat 

kegiatan operasional PT AWP dan Informasi 

Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar di 

areal PT AWP. 

4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat 

setempat 

 

 

D 

 

Baik 

PT AWP memiliki mekanisme yang lengkap terkait 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat tertuang dalam SOP Meningkatkan Akses 

Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pembinaan 

Masyarakat Desa Hutan, SOP Pemberdayaan 

Masyarakat, SOP Mekanisme Distribusi Insentif 

Masyarakat Desa, SOP Distribusi Manfaat, SOP 

Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat dan 

SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu/HHNK. 

SOP yang tersedia merupakan hasil revisi yang ke-
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3 terkait dengan perbaikan sistem penomoran dan 

updating terhadap acuan peraturan yang terbaru. 

4.3.3. 

Keberadaan dokumen 

rencana pemegang izin 

mengenai kegiatan 

peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 

masyarakat 

 

 

CD 

 

Sedang 

PT AWP memiliki dokumen rencana pemegang izin 

mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam 

dokumen Revisi RKUPHHK-HA  Periode tahun 2012 

– 2021, RKTUPHHK-HA  tahun 2019, Rencana 

Operasional PMDH/Kelola Sosial tahun 2019 dan 

Perjanjian Kesepakatan terkait Fee Kompensasi 

dan Kelola Sosial dengan masyarakat sekitar. 

Hasil telaahan terhadap Kegiatan PMDH/Kelola 

Sosial PT AWP rencana yang ada dalam dokumen 

RKUPHHK-HA telah dijelaskan secara global, 

sedang untuk rencana kelola sosial tahun berjalan 

terdapat dalam RKTUPHHK-HA Tahun 2019, akan 

tetapi kegiatannya tidak sinkron dengan kegiatan 

yang ada dalam Rencana Operasional (RO) tahun 

2019. 

4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat 

dan atau masyarakat 

setempat oleh pemegang 

izin yang tepat sasaran 

 

 

D 

 

Sedang 

Implementasi kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi  oleh PT AWP terhadap 

masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan 

Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT AWP Tahun 

2019, sebesar 0 % (kegiatannya berupa 

bantuan semua) 

2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (ada 35 

orang dari 92 karyawan), atau sebesar 38,04 

% 

3. Pembayaran Fee Kubikasi Kayu dan 

Kompensasi lainnya sesuai kesepakatan, atau 

100 % 

Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi PT AWP  sebesar : 

(  0 + 38,04 + 100 ) %  :  3   =  46,01 %   

                                                  (< 50 %) 

4.3.5. 

Keberadaan 

dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada 

para pihak 

 

D 

 

Baik 

PT AWP memilki bukti yang lengkap 

dokumen/laporan terkait pelaksanaan Distribusi 

Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini 

Karyawan, Masyarakat dan hal Pemerintah/Negara) 

tertuang dalam : Rekap Gaji karyawan Tahun 2019, 

Rekap Kelola Sosial/PMDH Tahun 2019, 

Pembayaran Fee Kubikasi Kayu, Sewa Tanah untuk 

Base Camp & TPK Antara serta Pembayaran 

Kewajiban kepada pemerintah/negara seperti PBB, 

PPh, BPJS dll. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator ( 22 /27 ) x 100% = 81,48 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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INDIKATOR 4.4. 

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik 

 

 

D 

 

Baik 

PT AWP memiliki mekanisme resolusi konflik  

yang  lengkap dan jelas tertuang dalam SOP 

Penyelesaian Klaim Masyarakat Desa, SOP 

Resolusi Konflik dengan Masyarakat Desa dan 

SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik. 

Hasil Wawancara dengan Petugas Kelola Sosial 

PT AWP, apabila terdapat konflik antara 

perusahan dengan masyarakat, dalam upaya 

menyelesaikan konflik pihak perusahan selalu 

mengikutsertakan tokoh masyarakat, Tokoh Adat, 

Aparat Pemerintah Desa dan Muspika setempat 

4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

 

 

D 

 

Baik 

Pada periode Penilikan ke-2 Tahun 2019, PT AWP   

memiliki  dokumen terkait pemetaan konflik  yang 

tertuang dalam tertuang dalam Laporan Kegiatan 

Deliniasi Identifikasi areal Non Kehutanan Periode 

tahun 2019, Laporan Identifikasi Konflik sosial dan 

Alternatif Penyelesaiannya di areal IUPHHK-HA PT 

AWP Semester I Tahun 2019 dan Laporan 

Pemetaan Sosial dan Resolusi Konflik yang 

dilengkapi Peta Klaim Lahan dan Potensi Konflik 

PT AWP skala 1:200.000 Peta Status Potensi 

Konflik PT AWP skala 1:200.000 (dalam Laporan 

Pemetaan Sosial dan Resolusi Konflik), pada 

laporan diuraikan terkait Kasus Potensi Konflik 

dan Statusnya pada masing-masing Desa/ 

Kampung disekitar areal. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, 

PT AWP telah memiliki Laporan Pemetaan Sosial 

dan Resolusi Konflik PT AWP yang disusun pada 

bulan Agustus 2019 dan telah mengacu pada 

Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ 

PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan 

Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin 

UPHHK dalam Hutan Produksi. 

4.4.3. 

Adanya kelembagaan 

resolusi konflik yang 

didukung oleh para pihak 

 

 

D 

 

Sedang 

PT AWP memiliki Struktur Organisasi Resolusi 

Konflik dan Job Discription yang telah 

ditandatangani oleh Kepala Cabang PT AWP, 

dalam struktur tersebut Resolusi Konflik untuk 

tingkat operasional ditangani oleh Camp Manager 

berkoordinasi dengan Kepala cangan yang ada di 

Tanjung Redeb dibantu oleh Kepala Seksi Kelola 

Sosial serta melibatkan Tokoh Adat/Tokoh 

Masyarakat dan Muspika Setempat. 

Hasil telaahan terhadap Struktur Organisasi 

Resolusi Konflik PT AWP dan Job Description 

yang tersedia, Struktur dan Job Desription yang 

ada masih belum menjelaskan tugas dan peran 
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BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

masing-masing jabatan yang ada dalam struktur 

tersebut. 

PT AWP telah membuat Rencana Operasional 

(RO) Anggaran Resolusi Konflik Tahun 2019 

IUPHHK-HA PT AWP sebesar Rp. 33.000.000 dan 

sampai Oktober telah terpakai sebesar Rp. 

28.000.000,- dan kegiatannya berupa sosialisasi 

kepada masyarakat sekitar areal. 

4.4.4. 

Ketersediaan dokumen 

proses penyelesaian konflik 

yang pernah terjadi 

 

 

D 

 

Baik 

Pada periode Penilikan ke-2 Tahun 2019, pada 

areal PT AWP terdapat konflik klaim Tanah Adat 

seluas ± 232 Ha di Blok RKT 2019 dan telah 

diselesaikan dengan kesepakatan yang 

dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan RKT 

2019 antara Pihak Perusahaan (PT AWP) dengan 

kampung Long Suluy dan Long Ikian tanggal 11 

April 2019. 

PT AWP telah menyusun Laporan Pemetaan 

Sosial dan Resolusi Konflik PT AWP (Tahun 

2019), laporan tersebut telah mengacu pada 

Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ 

PHPL.1/2/2016, dan telah disampaikan kepada 

Instansi terkait (terdapat bukti tanda terima). 

Berdasarkan informasi dari  Petugas Kelola Sosial 

dan Wawancara dengan wakil masyarakat sekitar 

selama tahun terdapat konflik klaim lahan dan 

telah diselesaikan dengan kesepakatan serta 

membuat Berita Acara. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 
( 22 /24 ) x 100% =  91,67 % 

Nilai Kinerja Indikator 
BAIK 

 

INDIKATOR 4.5. 

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.5.1. 

Adanya hubungan industrial 

 

 

D 

 

 

Baik 

PT AWP telah merealisasikan hubungan industrial 

dengan karyawannya yang dibuktikan dengan 

terpenuhinya sarana hubungan industrial yang 

meliputi : Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2017 

– 2019 yang telah disahkan oleh Instansi Terkait 

dengan masa berlaku sampai 26 Desember 2019 

dan Peraturan Perusahaan PT AWP Tahun 2019 – 

2021 (yang baru), yang telah disahkan Dirjen 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek 

Nomor KEP. 1491/PHIJSK-PK/PP/X/2019 pada 

tanggal 10 Oktober 2019  dengan masa berlaku 

sampai 26 Desember 2021  dan terdapat BA 

Sosialsasi PP Periode 2019 – 2021 kepada 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Karyawan pada tanggal 28 Oktober 2019 

dilengkapi daftar hadir (ada 41 peserta), dan 

terdapat Pernyataan Kebebasan Berserikat bagi 

karyawan tercantum dalam PP Pasal 45, serta 

contoh slip gaji karyawan PT AWP terendah masih 

diatas UMK yang berlaku di Kab. Berau. 

Implementasinya Hubungan Industrial dituangkan 

dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang 

ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan 

Karyawan bersangkutan pada saat karyawan 

masuk kerja. 

Hasil wawancara dengan bagian HRD dan 

karyawan PT AWP, diperoleh informasi bahwa PT 

AWP telah merealisasikan seluruh hubungan 

industrial kepada karyawannya diantaranya seperti 

adanya PP, SPK, kebebasan berserikat, 

pembayaran gaji yang lancar & diatas UMK, 

karyawan diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan 

dan BPJS Kesehatan. 

4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi 

tenaga kerja 

 

 

D 

 

Sedang 

PT AWP memiliki mekanisme terkait  Peningkatan 

karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan 

Periode 2019 – 2021 (bab VI Pasal 31) dan PT AWP 

telah mengimplementasikan dalam Realisasi 

Pendidikan & Pelatihan PT AWP pada tahun 2019 

mencapai 73,08  %. 

Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT AWP 

memiliki 8 orang GANIS PHPL terdiri dari  Kurpet = 

1, Canhut = 1, Nenhut =1, Binhut = 2 dan PKB-R 

= 3  (kartu SIM masih berlaku) dan masih terdapat 

kekurangan 2 orang berdasarkan ketentuan 

Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015 (Canhut 

kurang =1 orang dan Nenhut kurang = 1 orang). 

4.5.3. 

Dokumen standar jenjang 

karir dan implementasinya 

 

 

 

D 

 

Sedang 

PT AWP memiliki sebagian dokumen terkait 

Standar Jenjang karir yang tertuang dalam SK Dirut 

PT AWP No.031/AWP-DIR/JKT/01/2019 tanggal 01 

Agustus 2019 tentang Struktur Organisasi IUPHHK-

HA PT AWP, dan diatur dalam Peraturan 

Perusahaan (PP) Bab I Pasal 4 dan SOP Jenjang 

Karir, namun baru sebagian yang telah 

diimplementasikan, berdasarkan hasil wawancara 

dengan bagian HRD diperoleh informasi bahwa 

pada periode Penilikan ke-2 (Tahun 2019) tidak 

terdapat Promosi karyawan karena adanya 

perubahan kegiatan operasional di lapangan yang 

semula dikerjakan oleh mitra dan mulai bulan 

Agustus 2019 dikerjakan sendiri. 

PT AWP memiliki dokumen terkait Standar Jenjang 

Karir namun baru sebagian diimplementasikan. 

4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

 

D 

 

Baik 

PT AWP memiliki dokumen terkait tunjangan 

kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan 

Perusahaan PT AWP Periode 2017 -2019 Pasal 7 – 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

implementasinya. 

 

16, serta telah mengimplementasikan peraturan 

perundangan yang berlaku seperti Gaji diatas UMK 

Kabupaten dan pembayarannya lancar setiap 

bulannya, Karyawan diikutsertakan dalam program 

BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan dibuktikan 

dengan kepemilikan kartu peserta, serta fasilitas 

kesejahteraan yang ada di Base Camp KM 103 

yang cukup memadai. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil 

wawancara dengan beberapa karyawan PT AWP 

diperoleh informasi bahwa Perusahaan PT AWP  

telah mengimplementasikan seluruh  tunjangan 

kesejahteraan karyawan sesuai Klausul yang ada 

dalam Peraturan Perusahaan dan Perundangan 

lainnya yang berlaku. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 
(20 /24 ) x 100% =  83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator 
BAIK 
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E. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

PRINSIP 1. 

Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan 

 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 1.1.1.a Dokumen legal terkait 

perizinan usaha (SK 

IUPHHK) 

 

 

 

 

 

 

M Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan 

izin usaha pengelolaan maka diketahui bahwa 

keberadaan dan keabsahan SK. IUPHHK-HA PT 

AMINDO WANA PERSADA sesuai Keputusan Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor : 940/Kpts-

VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian 

Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Amindo Wana 

Persada di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. 

Luas ± 43.680 ha dengan jangka waktu 55 tahun dari 

tanggal pengesahan atau sampai tahun 2054, dan 

areal tersebut tergambar pada Peta Terlampir Skala 1 : 

100.000, yang di tandatangani oleh Menteri Kehutanan 

dan Perkebunan (Dr. Ir. Muslimin Nasution). 

Selain itu tersedia dokumen legal yang terkait 

kelengkapan izin pendirian PT Amindo Wana Persada 

sebagai Perseroan Terbatas, yang meliputi :  

1. Akte pendirian perusahaan Nomor :05 tanggal 17 

Februari 1999 Notaris Soekardiman, SH.; 

2. Akte perubahan terakhir Nomor : 26 tanggal 04 

Desember 2014 Notaris Sindian Osaputra, S.H, 

dengan susunan pengurus : 

 Direktur: Ham Eddy Tampi 

 Komisaris: Ham Juchiro Tampi 

3. SIUP Kecil Nomor :  014/24.1.0/31.74.01/ 

1.779.2/2015 berlaku s/d 15 Januari 2020; 

4. Terdapat NIB : 8120319180161 dengan alamat 

Graha SELE Jl. Tebet Raya No.8-10 Kel. Tebet 

Barat, Kec. Tebet, Kota Adm, Jakarta Selatan. 

Prop. DKI Jakarta; 

5. Dokumen NPWP No. 01.903.790.2-015.000 PT 

Amindo Wana Persada beralamat di Graha Sele 

Jl. Tebet Raya No. -10 RT.13/RW.003 Tebet Barat 

Tebet Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810. 
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NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

2. 
1.1.1.b Bukti pemenuhan kewajiban 

Iuran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu. (IIUPHHK).   

M Terdapat perubahan SPP IIUPHH yang 

ditagihkan kepada PT Amindo Wana Persada 

yaitu ada 2 dokumen SPP sebagai berikut : 

1. SPP IHPH Nomor : Nomor: 2429/VI-

PPHH/1999 tanggal 11 Oktober 1999 sebesar 

2.168.000.000,00; 

2. SPP IIUPHH Nomor No: S.370/VI-

BIKPHH/2010 tanggal 03 Mei 2010 sebesar 

Rp. 3.885.175.000,- 

PT Amindo Wana Persada melakukan 

pembayaran sesuai dengan 3 (tiga) Bukti Setor 

yaitu : 

a. Bukti setor melalui Bank Deutsche tanggal 13 

Oktober 1999 sebesar 2.168.000.000,- atas 

SPP IHPH No.2429/IV-PPHH/99 tanggal 11 

Oktober 1999; 

b. Bukti setor melalui Bank Mandiri tanggal 30 

Agustus 2010 sebesar 500.000.000.000,- atas 

SPP IIUPHHK-HA No.370/VI-BIKPHH/2010 

tanggal 3 Mei 2010; 

c. Bukti setor melalui Bank BCA tanggal 23 

Februari 2012 sebesar 3.338.750.000,- atas 

SPP IIUPHHK-HA No.370/VI-BIKPHH/2010 

tanggal 3 Mei 2010. 

3. 
1.1.1.c Penggunaan kawasan yang 

sah di luar kegiatan IUPHHK 

(jika ada) 

NA Pada areal kerja IUPHHK-HA PT. Amindo Wana 

Persada tidak terdapat pengunaan kawasan yang 

sah di luar IUPHHK-HA. 

 

PRINSIP 2. 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 
2.1.1.a

. 

Dokumen RKUPHHK/RPKH, 

RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta 

lampirannya yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

M 
Berdasarkan verifikasi dokumen rencana penebangan 

maka diketahui bahwa PT. Amindo Wana Persada telah 

memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen 

RKUPHHK-HA Berbasis IHMB dan RKTUPHHK-HA 
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NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

berwenang, meliputi :   

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang disusun 

berdasarkan IHMB/risalah 

hutan  dan dilaksanakan oleh 

Ganis PHPL Timber Cruising 

dan/atau Canhut; 

- Dokumen RKT/RTT yang 

disusun berdasarkan 

RKU/RPKH dan disahkan oleh 

pejabat yang berwenang atau  

yang disahkan secara self 

approval;  

- Peta Rencana penataan areal 

kerja yang dibuat oleh Ganis 

PHPL Canhut. 

tahun berjalan beserta lampirannya dipenuhi 

seluruhnya. 

Dokumen RKUPHHK-HA, meliputi : 

1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan 

Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh 

Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021Atas 

Nama 2021 PT Amindo Wana Persada telah 

disahkan sesuai disahkan melalui SK Menteri 

Kehutanan No.SK.40/BUHA-2/2012 tanggal 24 

April 2012, dan dilengkapi Peta RKUPHHK-HA 

Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 Skala 1 

:50.000; 

2. Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB Periode 2012 – 2021 atas nama PT. Amindo 

Wana Persada yang telah disahkan sesuai 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor: SK.6064/MenLHK/PHPL/ 

UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 

dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 

Periode 2012 – 2021 PT. Amindo Wana Persada 

Skala 1 : 50.000; 

3. Pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB Periode 2012 – 2021 diketahui Etat Luas 

maksimum ± 13.428 Ha/10 tahun dan Etat Volume 

maksimum sebesar ± 448.670,95 M3/10 tahun. 

 

Dokumen RKTUPHHK-HA, meliputi : 

1. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 

atas nama PT. Amindo Wana Persada sesua 

persetujuan dan pengesahan dari Kepala Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 

522.110.1/23/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 19 April 

2018 dengan masa berlaku sejak tanggal 

ditetapkan dan berkahir pada tanggal 31 

Desember 2018, dan dilengkapi peta RKTUPHHK-

HA PT. Amindo Wana Persada Tahun 2018 skala 1 

: 50.000; 

2. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 

Dan Sisa RKT Tahun 2018 (Carry Over) atas nama 



 
 

Halaman 60 dari 71 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

PT. Amindo Wana Persada sesuai persetujuan dan 

pengesahan dari Direktur PT Amindo Wana 

Persada (Self Approval) Nomor : 008/AWP-

JKT/Kpts/RKT-SA/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 

dengan masa berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan 

dilengkapi peta RKTUPHHK-HA PT. Amindo Wana 

Persada Tahun 2019 Skala 1 : 50.000. 

Ganis PHPL Canhut 

Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Sdr. 

Aliansyah dengan Nomor Register : 02045-

11/CANHUT/XX/2016 (berlaku s/d 20 April 2022). 

2. 
2.1.1.b Peta areal yang tidak boleh 

ditebang pada RKT/Bagan 

Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan. 

M 
Berdasarkan verifikasi dokumen Peta RKUPHHK-HA 

Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 PT Amindo Wana 

Persada Skala 1 : 100.000 maupun Peta RKTUPHHK 

Tahun 2019 dan Sisa RKT Tahun 2018 (Carry Over) 

Skala 1 : 50.000, maka diketahui bahwa pada Peta 

Areal Kerja tersebut tergambar areal yang tidak boleh 

ditebang berupa kawasan lindung yang terdiri dari 

Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, 

Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, dan Lereng E. 

Hasil observasi lapangan diketahui sebagai berikut : 

1. Pada blok RKT Tahun 2018 ditemukan plang nama 

Sempadan Sungai Talqin yang berbatasan 

dengan petak nomor L 39 sesuai dengan Peta 

RKT Tahun 2019, dengan koordinat: N. 

01˚57’39,2”; E. 116˚28’ 42,2”; 

2. Pada blok RKT Tahun 2019 ditemukan pal batas 

Lereng E yang berbatasan dengan petak nomor R 

34 sesuai dengan Peta RKT Tahun 2019, dengan 

koordinat : N. 01˚55’58,0”; E. 116˚32’ 05,0”; 

3. 2.1.1.c

. 

Penandaan lokasi blok 

tebangan/ blok RKT/petak RTT 

yang jelas di peta dan terbukti di 

lapangan 

M Berdasarkan verifikasi dokumen Peta RKTUPHHK- 

Tahun 2019 Dan Sisa RKT Tahun 2018 (Carry Over) 

Skala 1 : 50.000, maka diketahui bahwa pada Peta RKT 

Tahun 2019 tersebut yang menggambarkan lokasi 

blok/petak tebangan tahun 2019 (Murni) seluas 805 Ha 

terdiri dari 17 petak dan blok/petak tebangan tahun 

2018 (Carry Over) seluas 662 Ha terdiri dari 13petak. 
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Hasil observasi lapangan dengan metoda Avenza 

Maps diketahui bahwa posisi Blok RKTUPHHK-HA 

Tahun 2019 sesuai dengan Peta RKT 2019 Skala 1 : 

50.000, sebagai berikut : 

1. Ditemukan Plang nama Blok RKT Tahun 2019 

Luas : 1.060 Ha terbuat dari papan kayu warna cat 

putih dengan tulisan hitam yang berada di batas 

petak nomor R 34 dengan koordinat N 01˚55’ 

34,8” ;E. 116˚32’ 02,1” ; 

2. Ditemukan Plang nama Blok RKT Tahun 2018 

Luas : 1.120 Ha terbuat dari papan kayu warna cat 

putih dengan tulisan hitam yang berada di batas 

petak nomor R34 dengan koordinat N 01˚57’ 33,8” 

;E. 116˚29’ 22,3” 

3. Ditemukan pal batas petak nomor M 40/N 40 

terbuat dari papan kayu ukuran kecil dengan tiang 

1,5 meter dan koordinat N. 01˚57’ 57,5” ; E. 

116˚29’ 29,8”. 

4. 
2.2.1.a Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

RKUPHHK (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

M Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen perencanaan 

seperti verifier 2.1.1.a maka diketahui bahwa IUPHHK-

HA PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen 

RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Untuk Jangka 10 

(Sepuluh) Tahun Periode 2012-2021 dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan 

Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh 

Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 Atas 

Nama 2021 PT Amindo Wana Persada telah 

disahkan sesuai disahkan melalui SK Menteri 

Kehutanan No.SK.40/BUHA-2/2012 tanggal 24 

April 2012, dan dilengkapi Peta RKUPHHK-HA 

Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021Skala 1 

:50.000; 

2. Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB Periode 2012 - 2021 atas nama PT. Amindo 

Wana Persada yang telah disahkan sesuai 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor: SK.6064/MenLHK/PHPL/UHP/ 

HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dilengkapi 



 
 

Halaman 62 dari 71 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 

2021 PT. Amindo Wana Persada Skala 1 : 50.000; 

3. Pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB Periode 2012 – 2021 diketahui Etat Luas 

maksimum ± 13.428 Ha/10 tahun dan Etat Volume 

maksimum sebesar ± 448.670,95 M3/10 tahun. 

5. 2.2.1.b 
Kesesuaian lokasi dan volume 

pemanfaatan kayu hutan alam 

pada areal penyiapan lahan 

yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman 

industri 

NA Izin usaha yang dimiliki oleh PT. Amindo Wana 

Persada adalah izin pemenfaatan hasil hutan kayu 

pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang menerapkan 

system silvikultur TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) 

dan tidak melakukan penebangan atau pemanenan 

untuk penyiapan lahan HTI (Hutan Tanaman Industri), 

sehingga verifier ini Not Applicable (NA). 

 

 

PRINSIP 3. 

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 3.1.1 Dokumen LHP yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang 

M Pada periode audit dalam rangka penilikan ke-2 kinerja 

PHPL untuk aspek VLK (Desember2018 s/d 

November2019) maka diketahui bahwa di lapangan 

tersedia 23 set dokumen LHP yang diterbitkan atau 

disahkan oleh Ganis PHPL Penguji Kayu Bulat Rimba 

(PKB-R) atas nama Yoram Buttu, S.Sos sebagai Ganis 

PHPL PKB-R dengan Nomor Register : 0787-11/PKB-

R/XX/2012, yang berlaku mulai tanggal 20 Juli 2018 

s/d 19 Juli 2021, sesuai dengan SK Dirjen PHPL 

Nomor : 438/BPHP.XI-3/2018  tanggal 7 Juli 2018 

tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Ganis 

PHPL dan SK. Manager OperasionalNomor : 60/AWP-

BRU/SK/IX/2018 tanggal 01 September 2018 

tentangPengangkatan P2-LHPKB Pada IUPHHK-HA PT 

AWP Wilayah Kab. Berau Prov Kalimantan Timur 

Tahun 2018. 

Penerbitan dokumen LHP sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku yaitu melalui aplikasi SIPUHH Online, 
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dan diawali dengan Buku Ukur yang berisi data kayu 

bulat hutan alam yaitunomor urut produksi, jenis kayu, 

dan ukuran kayu bulat yang berasal dari 

kegiatanpenebangan dari blok/petak RKTUPHHK-HA 

tahun 2019. Kemudian data kayu bulat di Buku Ukur 

satu persatu di upload pada aplikasi SIPUHH Online 

untuk dilaporkan menjadi Laporan Hasil Produksi 

/Penebangan (LHP) setiap periode/bulan. 

Realisasi LHP selama audit (Desember 2018 s/d 

November 2019), sebanyak 23 set dengan total 

volume kayu 20.521,37 M3, yang terdiri dari : 

1. Realisasi LHP berasal dari Blok RKT 2018  

sebanyak 13 set dengan total volume kayu 

13.244,61 M3; 

2. Realisasi LHP berasal dari Blok RKT 2019 

sebanyak 10 set dengan total volume kayu 

7.276,76 M3. 

Hasil observasi lapangan di TPK Antara 2/ Tepian Sei 

Agung yang terletak dli luar areal kerja IUPHHK-HA PT 

Amindo Wana Persada” ditemukan stok kayu bulat 

sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat per bulan 

November 2019 yaitu 412 batang dengan volume 

2.480,46 M3, dan hasil uji petik dilapangan diperoleh 

sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat perbedaan jenis kayu dari stok 

kayu di TPK Antara 2 KM 0 / Logpond Sei Agung; 

2. Hasil uji petik pengukuran kayu bulat yang sudah 

di LHP kan terdapat selisih sebesar 0,92 % (kurang 

dari 5 %). 

2. 3.1.2 
Surat keterangan sahnya 

hasil hutan dan 

lampirannya dari : 

- TPK hutan ke TPK 

Antara, 

- TPK hutan ke industri 

primer dan/atau 

penampung kayu 

terdaftar, 

- TPK Antara ke industri 

primer hasil hutan 

M 
Pada periode audit dalam rangka penilikan ke-2 kinerja 

PHPL untuk aspek VLK (Desember 2018 s/d 

November 2019) tersedia dokumen SKSHHK dan DKB 

(lampirannya) yang diterbitkan melalui aplikasi 

SIPUHH Online, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Terdapat 621 set dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan untuk mengangkut kayu alam dengan 

total volume 33.291,34 M3 dariTPK HutanKM 103 

ke TPK Antara 1 KM 74 dengan alat angkut Truck 

Loggingoleh Sdr. Herman Palisu S.Hut dengan 
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dan/atau penampung 

kayu terdaftar. 

Nomor Register :  01565-13/PKB-R/XX/2014, 

sesuai SK. Dirjen PHPL Nomor : SK.229/BPHP.XI-

3/2017 tanggal 10 April 2017; 

2. Terdapat 616 set dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan untuk mengangkut kayu alam dengan 

total volume 33.215,58 M3 dari TPK Antara I KM 74 

ke TPK Antara 2 KM 0 dengan alat angkut Truck 

Logging, oleh Sdr. Herman Palisu S.Hut dengan 

Nomor Register :  01565-13/PKB-R/XX/2014, 

sesuai SK. Dirjen PHPL Nomor : SK.229/BPHP.XI-

3/2017 tanggal  10 April 2017; 

3. Terdapat 16 set dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan untuk mengangkut kayu alam dengan 

total volume 28.139,62 M3 dari TPK Antara 2 KM 0 

keTPK Antara 3 Labanan alat angkut Kapal Tarik 

(rakit)  oleh Sdr. Herman Palisu S.Hut dengan 

Nomor Register :  01565-13/PKB-R/XX/2014, 

sesuai SK. Dirjen PHPL Nomor : SK.229/BPHP.XI-

3/2017 tanggal  10 April 2017; 

4. Terdapat 24 set dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan untuk mengangkut kayu alam dengan 

total volume 2.921,92 M3 dari TPK Antara 2 KM 0 

ke Industri dengan alat angkut Kapal Tarik (rakit)  

oleh Sdr. Herman Palisu S.Hut dengan Nomor 

Register :  01565-13/PKB-R/XX/2014, sesuai SK. 

Dirjen PHPL Nomor : SK.229/BPHP.XI-3/2017 

tanggal  10 April 2017; 

5. Terdapat 9 set dokumen SKSHHK yang diterbitkan 

untuk mengangkut kayu alam dengan total volume 

28.084,04 M3 dari TPK Antara 3 Labanan ke 

Industri dengan alat angkut Kapal Tugboat dan 

Tongkang  oleh Sdr. Herman Palisu S.Hut dengan 

Nomor Register :  01565-13/PKB-R/XX/2014, 

sesuai SK. Dirjen PHPL Nomor : SK.229/BPHP.XI-

3/2017 tanggal  10 April 2017; 

Hasil uji petik terhadap persediaan kayu yang 

tercantum di LMKB (Laporan Mutasi Kayu Bulat) yang 

dibuat dari bulan Desember 2018 s.d November 2019, 

maka di dapatkan kesesuaian stok kayu bulat di TPK 

Hutan KM 103, TPK Antara 1 KM 74, TPK Antara 2 KM 
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0 dan TPK Antara 3 Labanan. 

3. 3.1.3.a Tanda-tanda 

PUHH/barcode pada kayu 

bulat dari pemegang 

IUPHHK-HA  bisa dilacak 

balak 

M 
Sesuai hasil observasi lapangan terhadap stok kayu 

hasil tebangan dari RKT 2018 dan RKT 2019 di TPK 

Hutan KM 103 (berada didalam areal kerja) dan TPK 

Antara 2 KM 0  (berada di luar areal kerja), maka pada 

setiap kayu bulat hasil tebangan yang telah di LHP kan 

telah ditemukan identitas pada bontos kayu bulat hasil 

penebangan berupaid-barcode yang tercetak di plastic 

warna kuning yang mencantumkan tanda V-legal dan 

Nomor S-PHPL : 023.SPHPL.019-IDN  

Berdasarkan uji petik lacak balak di lapangan terhadap 

kayu bulat yang sudah ditebang atau di LHP kan maka 

diketahui bahwa keberadaan 4 (tunggak) tunggak 

pohon bekas tebangan yang ditemukan pada nomor 

petak R 34 dan RE 35 (petak RKT Tahun 2019) dapat 

dilacak balak dari Buku Ukur, Nomor LHP nya sampai 

kayu bulat diangkut dengan Nomor SKSHHK yang 

diterbitkan via SIPUHH Online dari TPK Hutan KM 103 

sampai terakhir diterima di tujuan akhir di TPK Industri, 

yang secara estafet melalui 3 (tiga) TPK Antara, yaitu 

TPK Antara 1 KM 74, TPK Antara 2 KM 0 (Logpond) 

dan TPK Antara 3 Labanan. 

4. 3.1.3.b Identitas kayu diterapkan 

secara konsisten oleh 

pemegang izin. 

M Terdapat system atau cara yang dapat digunakan 

untuk menelusuri identitas/PUHH setiap kayu bulat 

secara konsisten dari blok/petak tebangan RKT tahun 

2019 PT Amindo Wana Persada yang sudah disahkan 

secara self approval, yaitu berawal dari data setiap 

kayu bulat yang tercatat di Buku Ukur yang 

selanjutnya di laporkan sebagai dokumen LHP melalui 

aplikasi SIPUHH On line, dimana setiap kayu bulat 

yang sudah di LHP kan memiliki identitas/penandaan 

sesuai dengan identitas cruising (label barcode) yang 

ditinggal pada tunggak pohon yang ditebang, dan 

selanjutnya setiap kayu bulat yang sudah diukur sudah 

memiliki label Id-Barcode pada bontosnya , selain 

nomor urut produksi (internal).  

Sehingga kegiatan penandaan identitas kayu alam 

hasil tebangan dari blok/petak RKT maupun trace jalan 

seperti uraian diatas dilakukan terus menerus 
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(konsisten) oleh PT Amindo Wana Persada. 

5. 3.1.4 Arsip SKSKB dan dilampiri 

Daftar Hasil Hutan (DHH) 

untuk hutan alam, dan 

arsip FAKB dan 

lampirannya untuk hutan 

tanaman 

M 
Pada periode audit dalam rangka penilikan ke-2 kinerja 

PHPL untuk aspek VLK (Desember 2018 s/d 

November 2019) tersedia arsip dokumen SKSHHK dan 

DKB (lampirannya) berjumlah 1.286 set  dokumen 

SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH 

Online, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Terdapat 621 set dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan untuk mengangkut kayu alam dengan 

total volume 33.291,34 M3 dari TPK Hutan KM 103 

ke TPK Antara 1 KM 74 dengan alat angkut Truck 

Logging oleh Sdr. Herman Palisu S.Hut dengan 

Nomor Register :  01565-13/PKB-R/XX/2014, 

sesuai SK. Dirjen PHPL Nomor : SK.229/BPHP.XI-

3/2017 tanggal  10 April 2017; 

2. Terdapat 616 set dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan untuk mengangkut kayu alam dengan 

total volume 33.215,58 M3 dari TPK Antara I KM 

74 ke TPK Antara 2 KM 0 dengan alat angkut 

Truck Logging, oleh Sdr. Herman Palisu S.Hut 

dengan Nomor Register :  01565-13/PKB-

R/XX/2014, sesuai SK. Dirjen PHPL Nomor : 

SK.229/ BPHP.XI-3/2017 tanggal  10 April 2017; 

3. Terdapat 16 set dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan untuk mengangkut kayu alam dengan 

total volume 28.139,62 M3 dari TPK Antara 2 KM 

0ke TPK Antara 3 Labanan alat angkut Kapal Tarik 

(rakit)  oleh Sdr. Herman Palisu S.Hut dengan 

Nomor Register :  01565-13/PKB-R/XX/2014, 

sesuai SK. Dirjen PHPL Nomor : SK.229/ BPHP.XI-

3/2017 tanggal  10 April 2017; 

4. Terdapat 24 set dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan untuk mengangkut kayu alam dengan 

total volume 2.921,92 M3 dari TPK Antara 2 KM 0 

ke Industri dengan alat angkut Kapal Tarik (rakit)  

oleh Sdr. Herman Palisu S.Hut dengan Nomor 

Register :  01565-13/PKB-R/XX/2014, sesuai SK. 

Dirjen PHPL Nomor: SK.229/BPHP.XI-3/2017 

tanggal  10 April 2017; 

5. Terdapat 9 set dokumen SKSHHK yang 
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diterbitkan untuk mengangkut kayu alam dengan 

total volume 28.084,04 M3 dari TPK Antara 3 

Labanan ke Industri dengan alat angkut Kapal 

Tugboat dan Tongkang  oleh Sdr. Herman Palisu 

S.Hut dengan Nomor Register :  01565-13/PKB-

R/XX/2014, sesuai SK. Dirjen PHPL Nomor : 

SK.229/BPHP.XI-3/2017 tanggal  10 April 2017; 

6. 3.2.1.a Dokumen SPP (Surat 

Perintah Pembayaran) DR 

dan/atau PSDH telah 

diterbitkan 

M 
Terdapat dokumen SPP PNBP berupa Rincian 

Pembuatan Tagihan DR dan PSDH yang diterbitkan 

berdasarkan LHP yang dilaporkan oleh PT Amindo 

Wana Persada melalui aplikasi SIPUHH On line dan 

selama periode audit (Desember 2018 s/d Desember 

2019), diketahui total tagihan PNBP sebagai berikut : 

- Tagihan DR  (Murni)   : USD. 336.214,23 ; 

- Tagihan PSDH (Murni) : Rp. 1.641.888.760,- 

- Tagihan DR (Denda)   : USD. 726,51 

- Tagihan PSDH (Denda) : Rp. 3.559.139 

7. 3.2.1.b Bukti setor DR dan/ atau 

PSDH 

M 
Terdapat dokumen Bukti Setor /Pembayaran DR dan 

PSDH dan Bukti Penerimaan Negara berdasarkan 

SPP/Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH yang 

diterbitkan berdasarkan LHP yang dilaporkan lewat 

aplikasi SIPUHH Online. 

Sesuai rekapitulasi bukti setor DR dan PSDH maka 

diketahui bahwa PT Amindo Wana Persada telah 

melakukan pembayaran PNBP sesuai kode billing SPP 

DR dan PSDH dan dibayar LUNAS, dengan rincian 

pembayaran sebagai berikut : 

- Setoran DR  (Murni)   : USD. 336.214,23 ; 

- Setoran PSDH (Murni) : Rp. 1.641.888.760,- 

- Setoran DR (Denda) : USD. 726,51 

- Setoran PSDH (Denda) : Rp. 3.559.139 

8. 3.2.1.c Kesesuaian tarif DR dan 

PSDH atas hutan alam 

(termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk 

pembangunan hutan 

tanaman) dan kesesuaian 

tarif PSDH untuk kayu 

M 
Tarif DR dan PSDH yang dikenakan pada SPP /Rincian 

Pembuatan Tagihan kepada PT Amindo Wana 

Persada berdasarkan LHP yang dilaporkan lewat 

aplikasi SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan tarif 

yang berlaku untuk wilayah Kalimantan. 
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hutan tanaman 

9. 3.3.1 Dokumen PKAPT NA 
Dokumen PKAPT tidak berlakukan lagi sesuai dengan 

ketentuan Menteri Perdagangan dan Peridustrian 

Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang 

Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang 

Perdagangan Kayu Antar pulau (PKAPT), walaupun PT 

AWP memiliki dokumen PKAPT yang masih berlaku 

s/d 25 Mei 2020 dengan Nomor PKAPT : 

09.03.1.02555. 

10. 3.3.2 Dokumen yang 

menunjukkan identitas 

kapal 

M Tersedia dokumen Kapal atau Surat Persetujuan 

Berlayar (SPB) yang dipakai untuk mengangkut kayu 

bulat dari PT AWP dengan pemuatan di TPK Antara 3 

Labanan, dan selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat 6 

(enam) SPB Kapa sesuai dengan dokumen SKSHHK 

ke Industri (rincian terlampir). 

11. 3.4.1 Tanda V-Legal yang 

dibubuhkan sesuai 

ketentuan 

M 
Terdapat Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK 

dan Id-Barcode yang tertempel di bontos kayu 

bulat yang telah di LHP kan, dengan demikian 

sesuai dengan ketentuan. 

Tanda V-Legal bertuliskan : 

Indonesian LEGAL Wood  

023.SPHPL.019-IDN 

LPHPL-019-IDN 

 

PRINSIP 4. 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 
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1. 4.1.1. 
Dokumen 

AMDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL-RPL. 

M Tersedia dokumen AMDAL eks HPH PT Alas Helau 

dengan Nomor :221/RIVI/ AMDAL/1994 tanggal 21 

Pebruari 1994 dan Surat Menhutbun No. 

688/MENHUTBUN-VI/1999 tangggal 25 Juni 1999 

tentang Persetujuan Pencadangan Areal untuk PT 

Amindo Wana Persada 

2. 
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL. 

M Tersedia sesuai dokumen RKL, RPL dan Dampak 



 
 

Halaman 69 dari 71 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

Penting yang disetujui oleh Sekretaris Jenderal/ Ketua 

Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan 

Perkebunan melalui SK. Nomor : 1767/Menhutbun-II/99 

tanggal 14 Oktober 1999, yang mengacu dokumen 

AMDAL eks HPH PT Alas Helau dengan Nomor : 

221/RIVI/ AMDAL/1994 tanggal 21 Pebruari 1994 dan 

Surat Menhutbun No. 688/MENHUTBUN-VI/1999 

tangggal 25 Juni 1999 tentang Persetujuan 

Pencadangan Areal untuk PT Amindo Wana Persada. 

3. 
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan 

penglelolaan dan 

pemantauan dampak 

penting aspek fisik-kimia, 

biologi dan sosial. 

M Tersedia lengkap untuk Semester II Tahun 2018 

dan Semester I Tahun 2019 untuk memenuhi 

kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah No.27 

Tahun 1999 tentang AMDAL, dan hasil telaah 

Laporan RKL/RPL PT Amindo Wana Persada 

diketahui bahwa sesuai dengan Rencana dan 

Dampak Penting yang terjadi di lapangan, serta 

terdapat bukti tanda terima dari instansi terkait. 

 

PRINSIP 5. 

Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan 

 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 
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1. 
5.1.1.a. Pedoman / Prosedur K3 

M Tersedia SOP tentang K3 dengan Nomor 

Dokumen:D.17/SOP-AWP/2019 tanggal 26/05/2019. 

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3, maka 

diterbitkan SK. Direktur Nomor : 031/AWP-

DIR/JKT/01/2019 tentang Struktur Organisasi PT 

AWP, dimana terdapat jabatan Kasie K3 (Maulana Al 

Hafiz) yang menjadi Ketua K3 dan dibantu Wakil 

Ketua serta Sektretaris dan 4 Kepala Seksi. 

2. 
5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 

M Tersedia daftar peralatan K3 PT Amindo Wana 

Persada, dan berdasarkan pemeriksaan di lapangan 

(Base Camp KM 103 dan Base Camp Produksi KM 

127, Base Camp KM 74, dan Base Camp KM 0) maka 

jumlah dan kondisi peralatan K3 cukup dan masih 

berfungsi baik, seperti Kotak K3, Sepatu bot/safety, 

Helm pengaman kepala, Masker kain, APAR dan baju 
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rompi safety 

3. 5.1.1.c. 
Catatan kecelakaan kerja. 

M Terdapat Berita Acara Penanganan Keadaan Darurat 

yang dibuat per Triwulan dan pada Triwulan I, II, dan 

III atas nama PT Amindo Wana Persada Kirana 

Mandiri yang dibuat oleh Ketua K3 (Maulana Al Hafiz) 

dan Diketahui oleh Manager Camp (Rido). 

Selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat 

kecelakaan kerja di lapangan yang tercatat untuk 

menjadi laporan penanganan (NIHIL). 

4. 
5.2.1. Serikat pekerja atau 

kebijakan perusahaan 

auditee) yang 

membolehkan untuk 

membentuk atau terlibat 

dalam kegiatan serikat 

pekerja. 

M Tercantum pada Peraturan Perusahaan (PP) PT 

Amindo Wana Persada Periode 2019-2021 yang telah 

disahkan oleh Kementerian Tenaga kerja Nomor 

KEP.1491/PHIJSK-PK/PP/X/2019 tanggal 10 Oktober 

2019, dimana jaminan kebebasan berserikat oleh 

perusahaan tercantum pada Pasal 45  Lain-lain pada 

(ayat 1) dari Peraturan Perusahaan tersebut, yaitu 

Perusahaan memberikan kebebasan kepada setiap 

karyawan untuk berserikat. 

5. 5.2.2. 
Ketersediaan Dokumen 

KKB atau PP 

M Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) atas nama PT 

Amindo Wana Persada yang telah disahkan 

Kementerian Tenaga kerja Nomor KEP.1491/PHIJSK-

PK/PP/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, dan 

ditetapkan berlaku selama 2 (dua) tahun. 

6. 5.2.3. 
Pekerja yang masih 

dibawah umur 

M Tersedia data jumlah karyawan PT Amindo Wana 

Persada sebanyak 92 orang, dan karyawan paling 

muda yaitu Sdr. NOVEL yang lahir tanggal 19 

November 1999 dan bekerja di bagian Yunior 

Mekanik mulai tanggal 01 Agustus 2019 atau saat 

bekerja berumur 19 tahun 8 bulan 11 hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






